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PRINSIP-PRINSIP BERFATWA DAN BAHTSUL MASAIL 
DALAM NAHDLATUL ULAMA 


Oleh: K.H. Zulfa Musthofa 


Ja ba le Abal 9 Ola 3 Gada! DH) Isl 
Asdlanalg AN leg Uysallall Ka) je Lani gall Alah 
»x3 Lal Gaal aga AI Ula agasi Cyag Unalaall pall 


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad shollallahu 
“alaihi wasallam, pemimpin para rasul (utusan) dari Allah SWT, 
semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang 


mulia, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan 
hingga hari kiamat. 


Amma Ba' du (Selanjutnya). 
US Doc sLalall Axag3 ate -Jilksalh Ling gellawan 
dI camuli Fa JUS Aka Ugilale (ya Ch yana eliAYI Alas 
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Uslss Laroall Gasal JB USS Jp AS Jlaall Anal! 
Shae Ken AA eka RE ja 
Us ASI Cygikall ad Jiluall (yginlials Leilami 


Istilah Bahtsul Masail (Jiludl X5) dalam konteks Jam'iyyah Nahdlatul 
Ulama (NU) berarti proses fatwa yang dikeluarkan oleh para ulamanya 
sejak masa awal pendirian organisasi yang penuh barokah ini. Bahkan, 
sebelum pendirian NU, proses Bahtsul masail ini telah menjadi salah 
satu kegiatan dari berbagai lembaga yang berfokus pada penelitian 
masalah-masalah keagamaan, dengan berbagai macam nama. Para 
peneliti masalah-masalah keagamaan ini adalah para mufti umat, yang 
mengeluarkan fatwa secara kolektif. 


Bawal sliaY|l Y Jilkuall Sau daloall »1A Liraw 9 
Lis (H Aadlao AS ld aga Ol aga ad Eh, 
Hy US Sya sitall Olg AI Maia jaS Kasat 

Cas 


Proses ini disebut Bahtsul Masail (Jiludl S5), bukan ber-fatwa (s43Y!), 
karena kerendahan hati mereka dan penolakan mereka untuk memikul 
jabatan mufti di pundak mereka. Hal itu karena mereka mengetahui 
bahwa jabatan mufti disamping memiliki kedudukan yang agung di satu 
sisi, jabatan mufti di sisi lain juga merupakan kedudukan yang memiliki 


resiko tinggi. Disamping juga karena kedudukan mufti merupakan 
kedudukan yang langsung diberikan oleh Allah SWT. 


GB Usngiay IglS Agil gawat gi Bai Cilaw (yag 
Ida Gawang Glgaal Iileial Jill Ceng all 
Giaa aleia YI asi 83 eelaall Jln yo Jaall 
Ol 0S lagi ole (A llual! Liala Alah 38 GIS LKS 
slale (ya clan Alaa Jilatin JS selaal Jelas Yi 

1 Aooagill 


Salah satu ciri dari kerendahan hati mereka adalah mereka melakukan 
ijtihad secara otentik (ijtihad ushuly) dalam forum Bahtsul Masail itu. 
Mereka menyebut kegiatan ini sebagai "istinbath jama'i" (ijtihad 
kolektif). Padahal yang mereka lakukan merupakan bentuk ijtihad 
mutlak seperti yang dilakukan oleh para ulama pendahulu kita yang 
saleh di masa lalu. Bedanya, istinbath jama'i Gjtihad kolektif) adalah 
ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama dari jam'iyyah 
Nahdlatul Ulama. (bukan ijtihad orang-perorang seperti yang dilakukan 
para ulama terdahulu). 


5) sal po jl yng Aimua yP ay | lia CR Gea (baal Jalu) 1 
Aha (YAN) 
Istinbath jama'i (ijtihad kolektif) adalah salah satu metode fatwa yang telah ditetapkan 
keabsahan dan kelayakannya oleh Musyawarah Nasional antara Ulama (Munas) 
Nahdlatul Ulama di Lampung pada tahun 1992 M. 
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AS Cal JB LS Sial ye Sg nata US NI, 
mat dag pala KUN ne sa Maa 
Sai H3 Ulil Lily el ya ping 
A3 ag SES Ll gama 9 AYI Hye SAI 
alas (lg Asal Al Kamis plg AAS Say Ol Sate! NAK 
Va TK 2 yaa SU Yg Ad aa SAI Alia 3 

Ag pama, Gal JA 


Jika jabatan yang disahkan atau ditetapkan oleh raja (pemerintah) saja 
tidak disangkal keutamaannya dan tidak diingkari nilainya-sebagaimana 
yang dikatakan oleh Ibnu Gayyim al-Jauziyyah dalam pengantar 
bukunya yang berjudul Plamul muwaggi'in, dan malah dianggap 
sebagai salah satu pencapaian tertinggi dalam karir. Maka, bagaimana 
dengan jabatan atau kedudukan yang langsung ditetapkan oleh Allah 
SWT, Tuhan bumi dan langit? Oleh karena itu pantas bagi orang yang 
ditempatkan pada kedudukan ini untuk mempersiapkan perbekalannya 
dan mempersiapkan diri untuknya, mengetahui nilai kedudukan yang 
dia tempati, dan pantas juga untuk tidak ada rasa malu di dalam hatinya 
untuk mengatakan dan juga membela kebenaran. 


Jill! Lam Jaa gta 0S Agil pai ya (A pal Bacinall 
Jaa a25 Haa daging 


Dengan landasan ini, para ulama Nahdlatul Ulama telah menetapkan 
keputusan-keputusan yang menjadi pedoman dalam berbagai Muktamar 
tentang peraturan dan metode Bahtsul Msail dari generasi ke generasi. 


dutagill glale (ya Ade 3 piall Jaa (3 ita Sg 
Belas!) ata - oi 3 Ani ga AI) Ai gaiS3 Agil ye 
Aa ya) Aa Jai sea ea AN ee anna 
& soil JI 2)sm ya le3 dil el OI Jatah 


Banyak ulama Nahdlatul Ulama yang telah mendahuluiku dalam 
masalah ini. Tetapi mereka menulisnya dalam bahasa Indonesia. 
Dengan kemampuan yang terbatas, saya insya Allah akan menulis tata 
cara Bahtsul Masail tersebut dalam bahasa Arab secara singkat, dengan 
terlebih dahulu menyajikannya dalam bentu syair agar mudah dihafal. 


dad Th GA PAT oaraN 
Masi el Jini pil H BANI Ca JSIYI Ga AA 
BA Ya ALAN alas H3 5 yna asha! Ya KE 
Gatal CS aah La Ola ff obat 3g MAN Suaka 
Sa Oi) OI GERY Ae alta 5 KN B3 
Salak) 3 Hb » Ja # Sial GIS 23 pai Y 
AB Opa SY SAS AS j3 pagi GS 
30 SAB UX La UN 3 dala Jilanall Ga CA 213 


Wahai saudaraku, hafalkanlah tata cara ber-fatwa ini. Mudah bagi 
seorang alim yang murah hati untuk menghafalnya. 


Sebagai langkah awal, penting untuk membedakan antara masalah 
cabang (furu”) dan masalah pokok (ushul) yang tetap. 


Hati-hatilah untuk tidak mengingkari orang yang menyelisihimu. 
Agama itu mudah dan adanya berbagai macam pendapat akan 
memudahkanmu. 


Ikutilah metode fugaha dari madzhab-madzhab yang dianggap 
(Mu 'tabar). Dan jangan mengubahnya. 


Perhatikanlah tujuan syariat dan lihatlah akibat dari apa yang kau 
fatwakan. Lalu tetapkan dan berilah status hukumnya. 


Perhatikanlah realitas pemikiran, politik, dan sosial sebelum ber-fatwa. 


Jangan keluarkan fatwa di luar konteks lingkungan, karena cakupan 
fatwa itu adalah adat dan kebiasaan yang berlaku. 


Ketaatan jiwa memiliki tingkatan masing-masing, maka tak terelakkan 
harus ada perbedaan dalam kadar fatwa-nya. 


Ketahuilah juga masalah-masalah umum atau khusus. Begitulah metode 
yang telah diriwayatkan oleh para ulama. 


Sl paaial! 4 Sal gl Gas Ganti 


Prinsip Pertama : Membedakan antara hukum yang bersifat tetap 
(tsawabit) dan hukum yang sifatnya bisa berubah (mutaghayyirat). 


dc yaill SAY! Ub elalell die Aile (Gitall (ye 
€ s3 Jowal AI mwsii Ansagil), dalaall, Apasall 
Les yaa Y SIN Abal AAN AA YL Jaa Hpa33 
May Jia Yg USS Yg Ole) led iga Yg asi 
Fa Yg OSag Ca) JSI dala LelSal la jliiclh 
Ana yiS Aksal Jal yaa yiina ANRI Umuh laa 
Ca Gya aglaat! JAN SS Tit AN UI, pal, 

Boa ah 
Termasuk hal-hal yang disepakati oleh para ulama (ijma”) bahwa 
hukum-hukum syar'i, baik masalah-masalah agidah, ibadah, maupun 
akhlak, terbagi menjadi dua bagian, yaitu pokok-pokok masalah (ushul) 
dan cabang-cabang masalah (furu'). Pokok-pokok hukum syar'i (ushul) 
adalah hukum-hukum yang tetap dan pasti, yang tidak berubah, tidak 
terpengaruh oleh waktu, tempat, dan keadaan. Hal ini karena pokok- 


pokok hukum syar'i adalah hukum-hukum yang berlaku untuk setiap 
waktu dan tempat, dan tidak terpengaruh oleh perbedaan yang dianggap 
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sah (ikhtilaf mu'tabar) di antara umat Islam. Seperti kewajiban shalat 
lima waktu, puasa Ramadhan, dan haramnya minuman keras, babi, dan 
zina, yang diketahui secara pasti merupakan bagian dari agama 
(ma 'lumun minad diin bidh-dharurah). 


Sandal! Jgaal @lalgall alSaYI ada Cjasa F At3 
UbaYI Sig Say GIS) (4 Aliaialh AyodlaY! 
bgl Layang aah JXAS) duatall ala YI Clab3, 
Aalaall3 (lay ayang adl dil Jaly Alila Apalasl 
ISIS las Algal Islital cayilly JSYI JI saS) 
Call II 5 Kaya 5S) Amsagill, (Nada Yg Doni 
Ka ya lil Can yg II (Lagale Gatal Layang 
Us XS las!) jga ala AlYall, Magi 3 doalas 

JW Urang AI Bihalal 


Termasuk dalam hukum-hukum yang pasti (gath'iy) adalah pokok- 
pokok akidah Islam yang terdiri dari rukun Islam dan rukun iman, serta 
hukum-hukum agidah yang pasti/gath 'iy (seperti halalnya jual beli dan 
haramnya riba karena dalilnya yang pasti, "Sungguh Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"). Serta hukum-hukum 
ibadah (seperti kebolehan makan dan minum berdasarkan firman Allah 
SWT, "Makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan"). Dan 
hukum-hukum akhlak (seperti kewajiban berbakti kepada orang tua dan 
haramnya durhaka kepada mereka), yang telah ada keterangannya 
dalam teks-teks yang pasti dalam penetapan (gath 'iyyuts tsubut) dan 
maknanya (gath 'iyyud dalalah). Dan tidak pula berpengaruh terhadap 
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ketetapan-ketetapan itu sepanjang adanya perbedaan pendapat sejak 
zaman Nabi Muhammad shollallahu “alaihi wasallam hingga hari ini. 


& pair dag all aa Yi US 3ae aga Lal, 
pmiing Ulally Sell, Ulajil Iga yigag 8 pkiall 
£ all Sal pall Abel AN el Gas! LK HS G3 
" « . ... . . . “ “Naa . 
AsalaY 9 dnclataYI Jl 9 & palall donuluuuall 
Ii ISS (AF li V3 CalS Bonsai LAI, 
Cal 3 3 BAJA CilalgiaY Dasa Area aa aa Yi 
Adapun cabang-cabang hukum (furu”) adalah hukum-hukum cabang 
(bukan pokok) yang dapat berubah dan bias terpengaruh oleh waktu, 
tempat, dan keadaan. Hukum-hukum ini bersifat fleksibel, terbuka, bisa 
diperbarui, dan selalu berkembang. Para ulama sering berbeda pendapat 
dalam menentukan makna yang dimaksud oleh syara' dari hukum- 
hukum cabang tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi 
pemikiran yang berubah-ubah, situasi politik yang berganti-ganti, 
keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, yang 
telah dan masih mempengaruhi pembentukan hukum-hukum tersebut, 


sehingga menjadikannya objek ijtihad yang terus menerus dan 
pandangan yang bias terus diikuti perkembangannya. 
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As gun gall Jilknall ASlS dag all asa Yi DIA adat 
Jai Ugad HA AN Siliwall A3 Analiie YI Jilat 
HB ojinig dil lag) AA HANUAIS Lepai JASIL alall 
slam) Oya Asaal Csilasag SLS 0 al Alai sal 
N 1... P3 t & 
Cabang-cabang hukum (furu?) ini juga mencakup semua masalah- 
masalah agidah yang telah diperselisihkan oleh para ulama dalam ilmu 
kalam di masa lalu, seperti perbedaan mereka dalam hal melihat Allah 
SWT, keberadaan Allah SWT di langit, tentang makna dari nama dan 
sifat-sifat Allah SWT, masalah apakah Al-Our'an adalah firman Allah 
SWT atau makhluk, bisa bertambah dan berkurangnya iman, kekalnya 


orang yang melakukan dosa besar di neraka atau tidak, dan lain-lain 
dari masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu kalam. 


Sati! Aagisll Jiliall (pa Asal Aa YI OST, 
Jiluall (ya BUAS (Siti 9 Angaall Halidi ic Ud 
Laga Ata galah Mahal AN Ad aa Aan 
Am gila All ola GA SAN SB CJ Asia 
Sim Feni 3 Lage Gala Fa Cilalai ALA, 
Cal Alai Lord gi dLSIS 3 Ala) (Asal Jal (ja Jia 
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Sam Cya Aid aello Lisa -galasal) Anta Fendi ai KI 


ka Saga Alah 8 S3 )) Udi say lali 
Eng kamil CASH eta Jiiy Gali Citd kal 
En 3g WA Saya Cit AS laila, SAW LL 
Sabit (sia I5ASI, Csigala DB DUS Goattah Ciland 

(si SiS13 pam Ya (iigamg Aina, 


Hukum-hukum cabang (furu”) terdiri dari masalah-masalah fikih yang 
berbeda-beda di antara madzhab-madzhab fikih. Hukum-hukum cabang 
juga mencakup masalah-masalah pendidikan yang dilakukan para sufi 
yang juga terjadi perbedaan di antara para wali Allah terdahulu, seperti 
perbedaan sikap kalangan ahli fikih pada masanya dalam masalah 
menari yang dilakukan ketika ber-dzikir, yang disebut oleh para sufi 
sebagai wajd, perbedaan mereka dalam hal syathahat (ucapan-ucapan 
aneh) Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Syekh Siti Jenar, serta perbedaan 
mereka dalam hal yang dilakukan oleh Ibnu Al-Karnibi, guru Al-Junaid 
Al-Baghdadi, ketika ia mengobati dirinya sendiri dari cinta kedudukan. 
Ibnu Al-Karnibi berkata: "Aku pernah tinggal di suatu tempat, dan aku 
dikenal di tempat itu sebagai orang yang saleh. Hatiku menjadi tercela 
dan berpaling dariku. Aku pun masuk ke dalam kamar mandi dan 
mencuri pakaian mewah, lalu aku memakainya. Kemudian aku tetap 
mengenakan pakaian robekku di atasnya dan keluar. Aku mulai berjalan 
sedikit demi sedikit, lalu orang-orang mengejarku dan mengambil 
pakaian dariku. Mereka memukulku dan memanggilku tukang mencuri 
di kamar mandi. Hatiku pun menjadi tenang." 
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Sala Gaia AI Ja So. JB 
Laga daball As A3 Y Lay agasiil Igo La) JI AYI 
Harta bi US Ia Ai Sl agagii Ola Isi) 
2 3 Ulual Lalaall 4 Isa LS puadill 8) gua 
& walet! leste Tri UUS! alas adaad Gl 

(-) 


Imam al-Ghazali berkata: "memang ada, orang-orang yang kerjaannya 
memperhatikan diri sendiri dan para pemilik keadaan (sebutan untuk 
para sufi) terkadang mengobati diri mereka sendiri dengan apa yang 
tidak dibolehkan oleh ahli fikih, selama mereka melihat bahwa hal itu 
bermanfaat bagi hati mereka. Kemudian mereka menebus apa yang 
mereka lewatkan dalam bentuk kelalaian itu, seperti yang dilakukan 
orang ini di kamar mandi. (Sirajut Thalibin ayeikh Ihsan jampes). 


G3 pgale Urtalidl slakil Ol SL jaall, 
LA Ema BY, Casall 0 Hg all, Jaa! 
J sal Aa gan gal! Uilsatil pl jl adl gia (3 JA Lal 

Abal! Jal cp Leale (sial! Sal ji, 


Dan perlu diingat bahwa para ulama yang berdebat tentang mereka 
harus bisa membedakan antara masalah pokok (ushul) dan masalah 
cabang (furu”) ketika meneliti dan ber-fatwa. Mereka harus bersikap 
sangat ketat dalam fatwa mereka terhadap masalah-masalah yang 
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dikategorikan sebagai pokok (ushul) dan ketetapan yang disepakati oleh 
umat Islam (ijma”). 


UB lead Silisial Ane gal Ultaall (3 s AYI Lal, 
2 Can Lalgiay Wllaa pauasill NKSI agale 
Allay Falun! el )YI Sl dpalgiaYI el )YI Uya ( Siiaall 
JbiaYI dal Yi, Galll AA JeaYl3 
dm y3l GA ayam Era! (23 Cun S5 Angid 
Al mey Asiilo Usia yall al 0 dangan AKI 
VI B3 Oa oal Om BA Jay MAL )) #CII Agic 
calil! nal CS Uail CS gold Usil S3 al La Lah yul AKI 
ON B3 ee dasi SAI gan) ARAil Lag dia 

(Ab Les ati Al Aa ya Egi 


Adapun dalam berfatwa dalam masalah-masalah cabang (furu”) yang 
bias diperdebatkan (mukhtalaf fih), para ulama harus menjadikan 
prinsip “kemudahan” sebagai metode dan jalan yang ditempuh. Dengan 
demikian, mereka akan memilihkan bagi orang yang meminta fatwa 
(mustaftiy) pendapat-pendapat ijtihadiyah yang paling sesuai dengan 
keadaannya, paling mudah untuk diterapkan, dan paling ringan baginya 
dalam melaksanakannya. Sesuai dengan metodenya baginda Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 
hadis shahih yang dikeluarkan oleh imam Bukhari dalam kitab 
Shahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, ia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah 
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dihadapkan dengan dua pilihan kecuali beliau memilih yang lebih 
ringan, selama hal itu bukan dosa. Jika itu dosa, maka beliau adalah 
orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya dalam suatu hal 
pun, kecuali jika kehormatan Allah dilanggar, maka beliau membalas 
dendam untuk Allah." 


S GKAI dagal GAN Erall 3 Balap, LS 
JB JB die Al ema Ella Gp Gil ye Angan 
Yg Iayisg Segan Yg Jaya )) 85 Al Ja) 

(sai 


Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam Bukhari dalam Shahihnya dari 
Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Mudahkanlah, jangan mempersulit, dan 
berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." 


0 daan 3 GA daa GA Eyaal! 3 
Lila AJ Galge aa JB die Al ma) SA 
pgn EA Sorry mel Jli3 Gaal AJA sanad 
Laila ola Gya lagid jl ola Jawa Alya le Iga ala 

(Ono Yg Un yaaa Alina 


Dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam Bukhari dalam kitab 
Shahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Seorang 
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Arab Badui berdiri dan kencing di salah satu sisi masjid, lalu orang- 
orang menangkapnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda kepada mereka: "Biarkan dia, dan siramlah air kencingnya 
dengan segayung air atau beberapa gayung air, karena sesungguhnya 
kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan." 


ASYI AB paiiall Aitile Curas ye Gabe all JB 
Lag Y) GUsalh cela HIS) jig GYI pas 


OS HS ah SAY Jan Y 
Oadhi Iyadh berkata mengenai hadits Sayyidah Aisyah ra diatas bahwa 
hadits tersebut maksudnya tentang mengambil kemudahan, 
kenyamanan, meninggalkan yang berat-berat dan melaksanakan yang 


mampu kecuali pada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan sama 
sekali. 


Gasii l Oli! NAM GB Oya Jig oyayad (akal Lag 
oa ARI ai, passing Jalil, pass Oo 
Um Mina SAS yng ie US) pam Cg yg ia 
Asiall 5 Sidat pai Ulat Gya Aye (Balai Jah 
CS Digang Poya ola AI GI HANGAYI SI ya 
3 Ua3YI Alisa g Ca gia! Alka (alel Jah Halisy 
Alluag Alia (gas yaa! (le Iya GIS yah uli 
HAN) lai Ala 3 Simuaall Kata 3, pailal! yue 
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Jiluall Uya pe, Awal ojball BIS) selai, 
Andin 


Dan yang perlu ditegaskan dan diputuskan dalam hal ini adalah bahwa 
bisa membedakan antara memudahkan (at-taisir)y dan menganggap 
enteng (tasahul), serta bisa membedakan antara memudahkan (at-taisir) 
dan mengikuti keringanan (rukhshoh) adalah hal yang sangat urgen 
(mendesak). Memudahkan (at-taisir) terjadi ketika ada perbedaan 
pendapat yang dianggap sah (khilaf mu 'tabar) di antara para ulama 
dalam suatu masalah, maka, sang mufti dan ahli fikih memilih pendapat 
yang menurut mereka yusr (mudah secara fisik maupun non-fisik) dan 
sah! (mudah dilakukan secara fisik). Misalnya, para ulama berbeda 
pendapat dalam masalah gunut, masalah berbuka puasa di perjalanan 
bagi orang yang mampu berpuasa tanpa kesulitan, masalah menyentuh 
mushaf bagi wanita haid dan junub, masalah nishab emas, dan 
menunaikan zakat fitrah dengan nilai jual (gimah), dan lain-lain dari 
masalah-masalah ijtihadiy. 


Bao el YI oya bal) Jilksalh Aatall 3 isa! juaKI Jala 
Yg El GA aale JSI) Y Ata Digarag Dam ly A5 SI 
Kan A3 adi LS ya jl Lasii gl Dallas an 
S3 Spam oeball AR JI ai OY Oseleill 
Sl AN SI YI 3 agilgia 3 eLalall SY) ikal 
Lai HOII Lead & gag YAI Jilsal (lalat Uc 
£ yang AN Jilisall (AA Abal Jal Ye So sila sIJYI 
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KASI ai Bl Yaa Ga Y Wa HOANI Lai 
adl 


Jika sang mufti dan ahli fikih memilih salah satu pendapat dari 
pendapat-pendapat yang ada karena pendapat itu mudah (yusr) dan 
sederhana (sahl/tidak rumit), maka tidak ada celaan baginya dalam hal 
itu dan tidak dianggap sebagai menganggap enteng (tasahul) atau 
mengikuti keringanan (rukhshoh) sebagaimana yang diduga oleh 
sebagian pelajar. Karena, mengikuti keringanan (rukhshoh) yang 
terlarang itu terbatas pada mufti yang hanya sengaja mengikuti 
kesalahan dan kelalaian para ulama, yaitu pendapat-pendapat yang 
diriwayatkan dari para ulama dalam masalah-masalah yang tidak boleh 
ada perbedaan pendapat di dalamnya. Adapun pendapat-pendapat yang 
diriwayatkan dari para ulama dalam masalah-masalah yang boleh ada 
perbedaan pendapat di dalamnya, maka tidak termasuk dalam lingkaran 
mengikuti keringanan (rukhshoh) yang terlarang. 


Ji Asal Os Tadlh SlgiN (3 ca KU di, 
Oa US alis 3 ya Atma pel Jl 1 Asal ag ja 
La alas ya NAS 9 eling Slial, Dias day VI dil 
dmliaal Y) dasi) alel) (3 aga Uni si gall Upagimal 
SIS ale aja Al La Utah elaill, eLiAYI (AB Anya 

ya pa US GAS JI adi al, Jana Gp 


Syeikh Al-Kurdi dalam Al-Fawaid Al-Madaniyyah meriwayatkan dari 
Syaikh Khalil Al-Ouruushi Ad-Daghistani: 
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"Menurut pendapat yang kuat dan mu'tamad (disepakati), boleh taglid 
(mengikuti) setiap dari imam empat, baik dalam amal, fatwa, maupun 
gadha (putusan pengadilan). Begitu juga boleh taglid kepada selain 
mereka dari mujtahid yang terpercaya dalam ilmunya, untuk dirinya 
sendiri. Kalau untuk kemaslahatan agama, boleh digunakan juga dalam 
fatwa dan gadha, selama tidak masuk dalam kategori Talfig 
(pencampur-adukan pendapat) yang sebenarnya tidak bias 
dikompromikan, dan tidak hanya keringanan (rukhshah) saja 
sebagaimana yang telah mereka nyatakan." 


Bat kep 2 Man Ata Gala 8 yal HI 
La stel jl Y| cal sy | Ia $ Capai) UR Aclaxl 
Hd aa dk 2, — en S ga 
aa isl 4 PA aa “ig LA » ata ALI 
Cal Jali 

Sebagai contoh, dalam salah satu Muktamar, para ulama Nahdlatul 
Ulama (NU) memutuskan diperbolehkannya membayar upah kepada 
para pekerja panen dengan (bagian darii) gandum (yang dipanen itu), 
meskipun jumlahnya tidak diketahui, dengan mengikuti fatwa dari 
kelompok tabi'in. Fatwa ini diambil untuk menjaga tradisi yang 
berkembang di masyarakat Indonesia dalam muamalat. Mereka 


mengadopsi pendekatan memudahkan (at-Taisir) dalam fatwa mereka 
sebagai upaya mengurangi beban masyarakat dan menghindari tindakan 
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mempersulit, meskipun hal itu mungkin dianggap sebagai ikut-ikutan 
tradisi tabi'in." 


SI Jl 
Prinsip kedua : 
Salin YI 9 Ayaleta YI Jilusall AA JSSYI ye ALI 
& patncall Asa hn YI Halal! Uya 3 mail! 


Menghindari penolakan dalam masalah-masalah ijtihadiyah dan 
memanfaatkan secara maksimal mazhab-mazhab Islam yang diakui. 


Atil, dita Ol JI Jabal HW sai Hi 
vas Foil, Jono! Gan SUAYI ie Ga sil B3 ya 
sama ya SAH Ol ale ls Sl pati, Sal AI 
Abal 9 2! Aale AS Uimil letih ale pay Lali 
ASSYI 0s AlanYI & Aale Adimall Al Jalla 
sUBYI ate Analgin YI Silual (AA Gila! ole 

Atika 8 pil! Aa YI ANA Cja Baliual 
Bila pada cara pertama kita sudah diberi penjelasan bahwa seorang 
mufti dan ahli fikih perlu membedakan antara asas (masalah 
pokok/ushul) dan cabang (furu”) ketika memberikan fatwa, serta 
perbedaan antara hal-hal yang tetap (tsawabit) dan yang bisa berubah 


(mutaghayyirat). Dan dia harus mengambil pendekatan memberi 


kemudahan (at-taisir) sebagai metode, mengikuti jejak Nabi kita 
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Muhammad shallallahu “alaihi wasallam, Maka, cara kedua yang dibuat 
pegangan adalah menjauhkan diri dari penolakan terhadap mereka yang 
berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah saat memberikan fatwa 
dalam rangka memanfaatkan madzhab-madzhab Islam yang dianggap 
sah sebelumnya. 


Siluet! (58 Als! IA (4 Apalgin YI Jiladh Al pall, 

Ya USS, 
Yang dimaksud dengan masalah-masalah ijtihadiyah dalam konteks ini 
adalah masalah-masalah di mana para ulama telah berselisih, baik di 


masa lampau maupun masa kini, dengan perselisihan yang dianggap 
wajar. Masalah-masalah ini terdiri dari: 


JSI Geo se ASIN Agajilly Asgiall, Ayatall 

AYI 
Pertama, masalah-masalah yang diambil dari teks-teks (nash-nash) 
yang bersifat dugaan (dhanni) dalam hal periwayatannya (dhanniyuts 
tsubut) dan dugaan (dhanni) dalam maknanya juga (dhanniyud 


dalalah). Hal ini berlaku pada banyak hukum-hukum agidah, figh, dan 
tarbiyah (pendidikan) yang ditetapkan melalui hadits-hadits ahad. 
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ASaYI de laa Galang Aa 3 dadi Lg 
leia Bal pall silealh SS IS) MAY Gaya ye AN 


Kedua, masalah-masalah yang diambil dari teks-teks (nash-nash) yang 
bersifat dugaan (dhanni) dalam hal periwayatannya (dhanniyuts tsubut), 
tetapi bersifat gath'i (pasti) dalam hal maknanya (gath'iyyud dalalah). 
Hal ini berlaku pada hukum-hukum yang ditetapkan melalui hadits- 
hadits ahad, jika makna yang dimaksud dari hadits-hadits tersebut 
bersifat gath'i, sehingga tidak memungkinkan hadits-hadits tersebut 
mengandung makna yang lain. 


ISI Soal sial oyial, SIN ly Gas 0s KI 
Jaa dns Ya mail Sl CL Sal pall Alli CS 
Ketiga, masalah-masalah yang diambil dari teks-teks (nash-nash) yang 
bersifat gath'i (pasti) dalam hal periwayatannya (gath'iyyuts tsubut), 
tetapi bersifat dugaan (dhanni) dalam hal maknanya (dhanniyud 
dalalah). Hal ini berlaku pada hukum-hukum yang ditetapkan melalui 
Al-Our'an dan Hadits mutawatir, jika makna yang dimaksud dari teks- 


teks tersebut bersifat dhanni (dugaan), yang memungkinkan teks-teks 
tersebut mengandung lebih dari satu makna karena adanya kesamaan 
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lafadz beda makna (Musytarok) atau keumuman lafaz (lafadz “Aam 
yang bias jadi punya penjelasan rinci/lafadz khash) atau yang lainnya. 


JB LS - leilYan £ jhasall Kapal - Ul, 
dah (4 Husada sea Yg ygaill Tale abal 
dialah aardo JUAYI alah ya JS Ol cai GY AYI 
ola 2 pala! ol Olilan Ea yah -adasl 
Clarisa (ole Ad gd ya aJasll Aialald | jil sia (jail GS 
Alay pala GA) alaill andal sila Leale | Ueayan 
Cile Jitima Jatiaal gl8 5 galak JB Amal Crime (le 
dwi) La gl Bl! Igasil 9 "lai Al gia 2Xlal Hang 
Ga US dang ya Ji nyaman JYatinYI AA GIS ella 
da jua La Asi Jill ala Y 3 Aam JSI AYI yya Eli 
Hd SLS A3 lih Y Gaal) AA bogo ikal KAA 

Cikal gal Cyaal) Jual 


Dan dua jenis dalil yang gath'i (pasti) dalam hal maknanya (gath'iyyud 
dalalah) - sebagaimana dikatakan oleh Al-Syathibi, itu sangat jarang 
(nadir) (baik dari yang gath 'iyyuts tsubut maupun yang dhanniyuts 
tsubut). Bahkan tidak ada sama sekali dalam dalil-dalil ahad (yang tidak 
sampai derajat mutawatir). Karena, jika dalil itu dari hadits ahad, maka 
tidak tsabit-nya periwayatannya (tsubut) dalam dalil tersebut adalah 
suatu hal yang juga berimplikasi pada ke-dhanniy-an maknanya. Dan 
jika dalil itu mutawatir, maka tsabit-nya dalalah dalam dalil tersebut 
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bergantung pada beberapa mugaddimah (dalil pendukung), yang 
semuanya atau sebagian besar bersifat dhanni (dugaan) juga. Maka dalil 
yang bermanfaat untuk tsabit-nya dalalah adalah dalil yang saling 
menguatkan antara dalil satu dengan yang lain pada satu makna. 


As-Syathibi berkata: "Jika seorang mujtahid berhujjah tentang 
kewajiban shalat dengan firman Allah Ta'ala: 'Dan dirikanlah shalat', 
atau yang semisalnya, maka dalam berhujjah dengan hanya ayat 
tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Namun, dengan 
adanya dalil-dalil lain dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, maka 
kewajiban melaksanakan shalat menjadi suatu hal yang sangat jelas 
dalam agama, sehingga tidak ada seorang pun yang meragukannya, 
bahkan orang yang ragu dalam pokok agama sekalipun." 


Atlas aga leild Saji al AI Jiluall jul) 
Asal YI Jilisalh Aas YYI Jilicall od8 Cisaw Lail 3 
A3 ob Ca US Al leak Cg AI Ga ai LN 
Alai YI Ham gia Lao Lea Laga gl AlYall gl ca sal 
Vga olah JS NP ph osn Ga ya AAN 
Ia Ualg Geni gi Anna (Ale paka Alia YI UI 
IS 3 AIYAI (A ARI & pi AE AYAM (Gal GIS 
AH Aga! goa dala AYal 3 Kaji all IS 

dagu 


Keempat: Masalah-masalah yang sama sekali tidak ada nash-nash 
(dalil) tentangnya. Masalah-masalah ini disebut masalah-masalah 
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ijtihadiyah karena nash-nash yang ada tentangnya tidak lepas dari dhan 
(dugaan) dalam hal periwayatan (tsubut) atau dalalah (makna) nya atau 
keduanya sekaligus, sehingga menuntut ijtihad yang sifatnya juga 
dhanni pada nash tersebut. Dengan kata lain, jika dhanniy dalam hal 
periwayatan, maka ijtihad menjadi disyariatkan dalam menguji 
keabsahan periwayatan nash tersebut. Adapun jika dhanniy dalam hal 
dalalah-nya, maka ijtihad disyariatkan dalam menentukan dalalah-nya. 
Jika dhanniy dalam hal periwayatan dan dalalah-nya, maka ijtihad 
disyariatkan dalam keduanya." 


Kai agag Ol os Oa ya Ol tua GAN, 
Jali Bala 2 ILSANYI 5 pala Uya ln jan 4 Wuall Ga 
ol da SiS Gal, Apelat LIS Gagal Y Usb, 
. Nda . P3 ... . Tx . SA 
Jk lag 3 Anis bealana Ciu! Ola LK Ya mail 
Yang memprihatinkan, sebagian orang mengira bahwa keberadaan nash 
dalam suatu masalah mengeluarkannya dari lingkaran ijtihad ke 
lingkaran gath'i. Mereka juga mengira bahwa semua nash itu gath'i. 
Padahal tidak demikian. Bahkan, nash-nash dari Al-Our'an dan Hadits 
sebagian besar bersifat dhanni. Oleh karena itu, para ulama berkata: 
"Sebagian besar syariat adalah ijtihadiyah, karena sebagian besar nash- 
nya bersifat dhanni dalam empat bentuk yang telah disebutkan 


sebelumnya. Hal itu tidak lain adalah sebuah keringanan bagi orang 
yang dibebani hukum (mukallaf). 
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dal dat Ula) Jail ALE) AAS AAS all JB 
Hita Ugalan Jaa Ja alat All Ray yA 3 Al Jasa 
Aam) (AA Oral Anna gig .((CaiiSal Ani Sl, 
Gol Us CAN LAI add Jam Ca Aa lai 
LIL Usia jajall ae Ya jas dil angga Sal akal, 
Jilat! (Aca) Celia! La a8 Lal Gol gl Giga La 

(aa) 
Imam Asy-Syaukani berkata dalam kitabnya "Irshad Al-Fuhul": 


"Jika dikatakan: Mengapa Allah tidak menjadikan dalam syariat dalil- 
dalil yang gath'i, malah menjadikan sebagian besar nash-nya bersifat 
dhanni? Maka jawabannya adalah karena itu merupakan keringanan 
bagi orang yang dibebani hukum (mukallaf)." 


"keringanan bagi orang yang dibebani hukum (mukallaf) adalah rahmat 
Allah SWT kepada umatnya, di mana Allah SWT memberikan kepada 
mereka pilihan-pilihan yang lebih mudah dan lebih baik bagi mereka. 
Dan semoga Allah SWT merahmati Umar bin Abdul Aziz ketika beliau 
berkata: "Tidaklah menyenangkanku jika umat Muhammad tidak 
berbeda pendapat (dalam masalah-masalah ijtihadiyah)." 


Oa V3 Jail Anlagll Ga Gas Ali NAS ole elid 
d yaa yul Ankall, Sidall Akiay Ol II dal 
SAI Allud! (3 ala! Jus Aya Opa Sa 
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- Any 9) Halal) Alaih yY SUS Uas AI &) aa 
2 . . AN £ ban Login 

Ala g ybs gia Alah JSI gl UAS Iedanwaig CyalayI 
abal alaial Ul LS AYI Uya 02 Xie Cyaall el 
alat Kagang Booyah na Y SAY Ga Lam 

AS AYI Uya 0 ye 
Berdasarkan hal ini, maka tidak pantas bagi seorang mufti dan fagih 
untuk meyakini bahwa keberadaan nash, terutama hadits ahad dalam 
suatu masalah, akan menghilangkan perbedaan pendapat di dalamnya. 
Hal ini karena imam-imam madzhab yang empat, sebagaimana 
diketahui, juga berbeda pendapat secara nyata dalam hal kesahihan dan 
kelemahan hadits. Setiap imam pun memiliki syarat-syaratnya sendiri 
untuk menerima dan menolak hadits. Hal ini berarti bahwa kesahihan 
suatu hadits pada salah satu imam tidak berarti hadits tersebut juga 
dianggap shahih pada imam lainnya. Demikian pula, penggunaan suatu 


hadits sebagai hujjah oleh salah satu imam tidak berarti bahwa imam 
lainnya wajib menggunakan hadits tersebut sebagai hujjah juga. 


ben sun aa Ba Ian ia 
Sa iga SB Ia Uoyaac Al Ola an Ya ra 
ai Oa An JI AYI Uya 8 piimall Ha liat) Sig 53 
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“IG Lag - IgilS3 Coal Hail ai KH ie Yan 
Lagys Goal! bada ySI alah cl) paina Cadas pal Ja 
Amil Jlitil (Al SI sal ls alaYI, GNI 


" 


a 1997 dim Kailagil 8) glsiall 4 ClS MA, dual 
AI IS dl taliga Jiig pall Jas jga 
Legal Jmaliis Aisia gal 3 SlNLal Lela 


Dan kesinilah arah jam'iyyah Nahdlatul Ulama sejak didirikannya 
hingga kini. Nahdlatul Ulama telah mengikuti arah dari madzhab- 
madzhab yang mu'tabar dari imam-imam madzhab yang empat, tanpa 
membedakan satu dengan yang lain. Mereka adalah imam-imam 
pembawa hidayah, dan mereka selalu berada di atas kebenaran dan 
kebaikan. Nahdlatul Ulama tidak segan-segan mengambil pendapat dari 
imam madzhab yang satu ke imam madzhab yang lain untuk 
menghilangkan kesulitan dan demi kemaslahatan yang lebih baik, 
meskipun hal itu menyebabkan perpindahan madzhab dalam suatu 
masalah. 


Dalam Musyawarah Nasional tahun 1997, Nahdlatul Ulama telah 
memutuskan bolehnya membongkar kuburan dan memindahkan 
jenazahnya ke tempat lain, mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam 
Abu Hanifah lengkap dengan detail dari pendapat keduanya. 


Las Gaal) 3 Alamat Sania (AI ENI AS Lay Ji 
a 2004 Aim KENA, Amlgll yaigall (53d SI og) 
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Ol yasialh lh aji US Aagall ca sEialI Syam 
Fama! Cala Yg lai Al il Bola Gatal, 
Ol sleala (yalill y dalam JUS ye ALI ENI, 
Usa ds Ula 5 rae Naat yaalay patali Antagi 
Usus eliac Cia WA Alus SA UsS 03 - 
Yana Raga Ah Gabah Salaf jt Jana 

Agus H3 ya YI CBN gl yaah 9 DAS Allan 
Bahkan, mungkin saja mereka akan berpaling ke madzhab para sahabat 
dan tabi'in ketika mereka melihatnya. Dalam muktamar ke-31 pada 
tahun 2004, Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa penting tentang 
hukuman bagi pengedar narkoba. Fatwa tersebut didasarkan langsung 
pada firman Allah SWT, hadits-hadits shahih, dan atsar-atsar yang 
shahih dari para sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, klaim bahwa 
Nahdlatul Ulama melakukan taglid buta - baik benar maupun salah - 
dan tersesat dalam masalah madzhab, sehingga mereka berbuat 


sembarangan, adalah klaim yang tidak berdasar. Klaim ini adalah 
kebohongan dan fitnah yang hanya keluar dari hati orang yang dengki. 


US May) Anal 9 Sidall te Gl Naa te Lusulig 
Jilusall oda (4 Litall Jal (ya Ad Gili! le JSSYI 
Jilisall (jd Ariiime Jam ye Anin Ul dale Gl LS 
oa ob Ol dal Ja el II ya al) de AleaYI 
cabell Sal (ya dya 0 jaa Las Jeall US lal Jas 
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BAWA paka Ul Sally allall jaan Y YAI jamtg 
Ayang gl (Aibaalh dmn ya (SAN) adal! (ol Jilkwall dia 
GI SAN (de Aiiiims JA) Ande Kama Lail, dale 


. 


SS 8 patrol ClalSYI $ SNI Ups» jin EM) 
BEN 3 Aas Aap nota Gaal 
alga yu ASN ja Cats 


Berdasarkan hal ini, maka seorang mufti dan fagih harus menjauhi 
sikap mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat dengannya dari 
kalangan ahli fatwa dalam masalah-masalah ini. Selain itu, ia harus 
menjauhi sikap memaksa orang yang meminta fatwanya dalam 
masalah-masalah ijtihadiyah untuk mengikuti salah satu pendapat. 
Sebaliknya, ia harus menetapkannya pada pendapat yang ia pilih jika 
pendapat tersebut diakui oleh ulama lain. Dengan kata lain, tidak boleh 
bagi seorang ulama dan mufti untuk mengubah madzhabnya dalam 
masalah-masalah ini menjadi madzhab yang ia anggap lebih kuat atau 
madzhab yang ia jalani. Sebaliknya, ia harus menetapkan orang yang 
meminta fatwanya pada pendapat yang ia pilih dari pendapat-pendapat 
dan ijtihad yang mu'tabar. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fikih : tidak 
boleh ingkar pada suatu masalah yang memang ada perbedaan pendapat 
padanya. Yang boleh diingkari itu suatu pendapat yang keluar dari 
kesepakatan bersama. 


Siluet (3 ai le JSSYI sae (Salad! Jl sal 
AgakSaYI 
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Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ulama salaf tentang 
sikap yang harus diambil dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam 
masalah-masalah ijtihadiyah. 


aah ye AI dam) Aan Up HH ob ac 3, 
La JlS3 dil agam, Aa Yl cad Yalu Agle (all, aluall 
Ia Gmn Ia Jas Gita GI sah ya La) panai 
Olah! (50 V3 Alatas Ella Ilseall Gl ayal Kap HE 
sala al me Gal (Kang mmg Sa aa! 

(BO 5 27 Albaag alel! Ulu 
Imam Yahya bin Said rahimahullah telah mengungkapkan metode yang 


murni yang dipegang oleh para salaf umat ini rahimahullah, dengan 
perkataannya: 


"Para pemberi fatwa selalu berfatwa, menghalalkan ini dan 
mengharamkan ini. Orang yang mengharamkan tidak melihat bahwa 
orang yang menghalalkan binasa karena menghalalkannya, dan orang 
yang menghalalkan tidak melihat bahwa orang yang mengharamkan 
binasa dan dirahmati karena mengharamkannya." (ibnu abdil Barr, 
Jami'u bayanil 'ilmi, juz 2, h. 80) 


bawal Ida ya yasis dl dam) os Ulin laYI Ap 
SAI Jang Ja Sad) ISI) 1JlaA Aula 30) pan 
cabasll (AS DB og Go Klg Aa abal 

(69 052  dasiall y Anaal (galanall 
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Imam Sufyan at-Tsauri rahimahullah telah menjelaskan prinsip ini 
dengan jelas, beliau berkata: 


"Jika engkau melihat seseorang melakukan sesuatu yang memang ada 
perbedaan pendapat didalamnya, sedangkan engkau melihat ada 
pendapat lain, maka janganlah engkau melarangnya." 


(Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Fagih wa al-Mutafaggih, juz 2, hal. 69) 


Gigi ) La ate Gal Cp Bls 3 yag! Jb alah dil am yg 
Call Jam paid! yana al oalaall Ala Haa 
Way SI Ayak YI SI YI Baal al) de 
Us gal ag pall ASUS Ai) (lai bl alS dng CLS mual 
AAS 3 alat il JI ALAN Na eyas la La gai Ia 
ca al ane Gal G3) )) Lost jina Cal galal 
OS HR 3 Aa lu SJSN Gb 
aa Lal sia Omi ya SILa Canaws "JG Gal gI 
(sila, Aiialad ale Cilidi Gile )aidl yira 
SB Gal Nik ELLSU yah Ol Caaje (il Jb Ahali 
Jean yna IS Lah F3 La ii Carnag 
V5 Les Lag Dalang Ul AR A3 ALL lets nol 
SIS (Ggs La SL Gg La geng lal II la 
Ja Aa 9) all Jual Esal) AlB CARA alat Nia ya 
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s 


sal La CAS (SL ala! cal) JB 2g 3 Apa 
Opsi agal Ciiys MB Galill 3 A8 Jadi Y | Gaia gal 
Gam Las aga JS Aly Cilal) Igg79 Lanal | grrawg 
gai y Hilal SOLAI Uta da Igilag 43 Iglac 5 agall 
£M MA ogaiicl La (ole BA) Ujlg ah un Al 
Kemah JS Jah JUSI Lag pgale ad Lag Usil 

Jaa 


de ie gla gl Cayanl (oyaidll yana gl si) 
(77 05 Ungadl Gail 05 SL) da Gay ehh 


Dan semoga Allah merahmati Imam Darul Hijrah Malik bin Anas 
ketika beliau menolak tawaran Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al- 
Mansur untuk memaksakan satu pendapat dalam pendapat-pendapat 
ijtihadiyah yang beliau sebutkan dalam kitabnya yang paling shahih 
setelah kitab Allah Ta'ala, yaitu kitabnya yang unik al-Muwaththa'. Dan 
inilah teks yang terjadi antara imam rabbani yang agung ini dan 
Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur: 


(Riwayat Ibnu Abdil Barr dari jalur Al-Harits bin Abi Usamah dari 
Muhammad bin Sa'ad dari al-Wagidi berkata: Aku mendengar Malik 
bin Anas berkata: Ketika Abu Ja'far al-Mansur menunaikan ibadah haji, 
beliau memanggilku dan aku masuk menemuinya. Beliau berbincang- 
bincang denganku dan bertanya, lalu aku menjawabnya. Beliau berkata: 
Aku bertekad untuk memerintahkan kitabmu ini yang telah engkau tulis 
untuk disalin menjadi banyak salinan-salinan, kemudian aku akan 
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mengirimkan satu salinan ke setiap negeri dari negeri-negeri muslim, 
dan aku akan memerintahkan mereka untuk mengamalkan apa yang ada 
di dalamnya dan tidak mengambil dari kitab yang lain, dan 
meninggalkan apa pun selain itu dari ilmu yang baru ini, karena aku 
melihat bahwa asal ilmu adalah periwayatan penduduk Madinah dan 
ilmu mereka. 


Imam Malik berkata: Maka aku berkata: Wahai Amirul Mukminin! 
Janganlah engkau lakukan ini, karena orang-orang telah terlebih dahulu 
memiliki berbagai macam pendapat-pendapat, mendengar hadits-hadits, 
dan meriwayatkan berbegai macam riwayat-riwayat. Dan masing- 
masing kaum sudah mengambil apa yang telah dating terlebih dahulu 
kepada mereka dan juga sudah mengamalkannya dan mengambil 
hukum dengannya. Diantaranya ada perbedaan pendapat yang diambil 
dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan selain 
mereka. Dan juga bahwa mengubah mereka dari apa yang sudah mereka 
yakini itu sangatlah sulit. Maka biarkanlah orang-orang apa adanya dan 
dengan apa yang telah dipilih oleh penduduk setiap negeri untuk diri 
mereka sendiri. 


Abu Ja'far al-Mansur berkata: Demi Allah, seandainya engkau 
menurutiku dalam hal itu, niscaya aku akan memerintahkannya. 


(Imam Malik bin Anas, al-Muwaththa', hal. 77) 


slyg Kama jl Anal Kamal AS) ale Ga 
Ajaleta VI Jilisall 3 Halal de JET Oo il 
Lai S4 Lail Kiall Cya JSSYI)) saka La Jl3 
US YA JSI DA Ad Caliakall Lali Aale sial 
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Imam Al-Zarkashi menjelaskan alasan yang kuat di balik larangan 
menolak (inkar) terhadap orang yang berbeda pendapat dalam masalah- 
masalah ijtihadiy. Beliau menyatakan: 


"Penolakan terhadap sesuatu yang dianggap munkar hanya terjadi pada 
hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun dalam hal yang 
ada perbedaan pendapat, tidak ada penolakan, karena setiap mujtahid 
bias jadi benar atau bias jadi salah, dan kita tidak mengetahui 
kebenarannya yang sesungguhnya. Selama periode awal Islam, terdapat 
perbedaan pendapat di antara salaf dalam masalah-masalah furu', dan 
tidak ada yang menolak satu sama lain karena perbedaan pendapat itu. 
Yang mereka tolak adalah apa yang bertentangan dengan nash (teks) 
yang bersifat gath'i (pasti), atau giyas (analogi) yang jelas (giyas jaliy)." 


(imam az-Zarkasyi, al-mansyur fil gawa 'id, tahgig Taisir Mahmud, juz 
2, h. 140) 


Jala Gl led Ina! 28 ya HB Iis Jie Lesti, 
Lis Jika (AA rika (de La ale jl Cia 
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Berdasarkan hal ini, maka tidak dibenarkan secara syar'i bagi seorang 
mufti atau ulama untuk bersikap memusuhi orang-orang yang berbeda 
pendapat dengannya dalam masalah-masalah yang selalu menjadi objek 
ijtihad dan kajian di setiap zaman dan tempat. Karena tidak boleh bagi 
siapa pun untuk melarang ijtihad yang terus-menerus dalam masalah- 
masalah tersebut selama syari'at telah mengizinkan ijtihad di dalamnya, 
baik dari segi tetapnya periwayatan (tsubut) maupun segi maknanya 
(dalalah). Dengan kata lain, bahwa keberadaan nash-nash syar'i yang 
datang untuk menjelaskan hukum-hukum syari'at dalam masalah- 
masalah tersebut, baik nash yang bersifat dzanni dari segi periwayatan 
(dhonniyuts tsubuty dan maknanya (dhonniyud dalalah), atau 
gath 'iyyuts tsubut dhonniyud dalalah, atau dhonniyuts tsubut gath 'iyyud 
dalalah, merupakan dalil yang jelas adanya izin syari'at untuk berijtihad 
di dalamnya. Maka, siapa pun yang melakukan maksud syari'at dari 
masalah-masalah tersebut (ijtihad), maka ia akan mendapatkan satu 
pahala, yaitu pahala ijtihad. 
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Hal ini juga berlaku di zaman sekarang, di mana para ulama berbeda 
pendapat dalam hukum sejumlah masalah kontemporer, di antaranya: 


# Perbedaan pendapat tentang bolehnya wanita menjadi hakim 
dan memegang jabatan publik. 

»« Perbedaan pendapat tentang  bolehnya menggunakan 
perhitungan astronomi (ilmu falak) untuk menetapkan awal 
puasa dan hari raya Idul Fitri sebagai pengganti melihat hilal. 

37 


»# Perbedaan pendapat tentang bolehnya melempar jumrah pada 
malam hari saat ibadah haji. 

# Perbedaan pendapat tentang bolehnya berihram untuk umrah 
dan haji dari kota Jeddah bagi orang yang tidak berihram dari 
salah satu dari migat-migat yang telah ditentukan. 

# Perbedaan pendapat tentang hukum thawaf wada', apakah wajib 
atau sunnah. 

» Perbedaan pendapat tentang bolehnya meninggalkan Mina 
setelah matahari terbenam pada hari kedua tasyrik. 

# Perbedaan pendapat tentang bolehnya menggunakan enzim babi 
dalam bahan obat cacar atau vaksin, ketika enzim babi telah 
melewati proses istihalah (berubah menjadi zat lain). 

»« Perbedaan pendapat tentang bolehnya menyembelih hewan 
kurban di luar tanah haram. 


Dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang telah dan masih 
terjadi perbedaan pendapat yang dianggap valid (mu'tabar) di antara 
para ulama, baik di masa lalu maupun sekarang. 


dil alam Ujiiall, glalell Gary Gl Lita Gea, 
Sa ee as Dipa daa 
PAN ega au 

ai 


Yang memprihatinkan adalah bahwa sebagian ulama dan mufti, semoga 
Allah memberi mereka petunjuk, bersikeras dengan keras kepala untuk 
menyangkal adanya semua perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. 
Sebagaimana sebagian lainnya juga bersikeras untuk mengingkari atau 
tidak menerima orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka 
dalam masalah tersebut. 


38 


Jl al salatuY | al Lam alan stay ab Jali! , 
Cal gal Uya B patah Ane lUYI Haladll ya Malu! 
OB Halu! Jaglil Ugic Jie (oil AI dam all 
Olalgim! Ailast ye Alan) nii agita Bakat) 
Ja Ad AallSuall da 95 yul 9 Asdgell 9 dagaall Haid Aa) 
alall Jal Aale All Gee Lg Jah Ol Ale Hah 
AA oren daa Jaa) Gal Gl ya Jail 
as Ah Oles Ale Rata LS ApaleiaYI Jiluall 
SI IA Gama Cile Eliy Y HP 3 pil) K2 AYI 

Aka al CH (GM (Ae PAN 5 pisa —A Lal 
Orang yang memahami tentang fatwa dengan baik, sangat tahu bahwa 
memanfaatkan (istifadah) atau masih mengambil pendapat para ulama 
terdahulu dari madzhab-madzhab Islam yang diakui (mu 'tabar) adalah 
salah satu alat (perangkat) ber-fatwa yang disebutkan oleh para ulama 
sejak zaman Imam Al-Hasyimi Asy-Syafii rahimahullah sebagai 
pendapat (goul) para ulama salaf (terdahulu). Maka, dengan masih 
diambilnya (istifadah) pendapat para ulama salaf itu mengharuskan 
untuk menghindari menganggap keliru atau salah terhadap ijtihad para 


imam madzhab lain. Juga, mengharuskan untuk menjauhi sikap 
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menyerang atau mengkritik para imam mazhab fikih, akidah, dan 
tasawuf yang berbeda dengannya. Bahkan, seharusnya dia menerima 
apa yang telah disepakati oleh mayoritas ulama Ushul bahwa kebenaran 
itu bisa lebih dari satu sesuai dengan banyaknya ulama mujtahid dalam 
masalah-masalah yang ijtihadiy. Dia seharusnya juga percaya bahwa 
hukumnya tidak dilarang secara syar'i dan “akliy (akal) untuk mengikuti 
salah satu madzhab Islam yang diakui. Karena, orang yang mau berfikir 
tidak ada yang ragu bahwa madzhab-madzhab yang diakui (mu'tabar) 
tersebut semuanya berada di atas petunjuk dari Allah Ta'ala. 


Olah) Aadlas aa 
Ya, tentu saja. 
HI DS gia Jb ae Ya gl cl Hala JSI 
odlgial le dil Jang Ob Ga ad UI, 
(5S Aa die Jual dAA WA sala Haa 1, 


SA GI ay al Ula Gaal Jaa Jah As yaa! 
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Setiap orang yang memiliki pendapat berhak untuk mengklaim bahwa 
ijtihadnya adalah yang paling kuat. Namun, tidak ada hak bagi siapa 
pun untuk memaksa orang lain untuk mengikuti ijtihad dan 
pendapatnya, meskipun ijtihadnya itu dibalut dengan pakaian kesucian, 
kewibawaan, dan klaim paling kuat sekalipun. Kebenaran, dalam 
masalah-masalah ijtihadiyah ini, menurut mayoritas ulama ushul, bisa 
lebih dari satu dengan banyaknya mujtahid. Meskipun pada hakikatnya 
kebenaran itu cuma satu dalam masalah itu dan menurut Allah SWT 
besok pada hari kiamat. Dan semoga Allah merahmati Imam Abu 
Abdullah Ahmad bin Hanbal ketika beliau berkata kepada beberapa 
sahabatnya: "Tidak pantas seorang fagih (ahli fikih) memaksakan 
madzhabnya pada orang lain dan bersikap keras untuk mempertahankan 
eksistensi madzhabnya tersebut”. Beliau juga berkata: "Janganlah 
engkau memaksakan orang lain untuk mengikuti hanya pada 
madzhabmu, sehingga mereka merasa terbebani. Biarkan mereka 
mengambil keringanan dengan mengambil pendapat dari madzhab- 
madzhab yang lain juga." (Al-Zarkasyi, Al-Bahr Al-Muhit fi Ushul Al- 
Figh, juz 6, hal. 9 & 31). 


Go Ka KAI Ul itall, allall jga Y Tel Larut 
CN sal Sa Rata el opa AR ia 
TIRI Gn ba Hi ls eleall Aa Ul aa) ji 
Kay la jala Asal) Gya Ash Urang Letisa ya BI yall 
Os jila Uialall ae oli! Ol al yan Gaal GKI 
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Berdasarkan hal tersebut, tidak boleh bagi seorang ulama dan mufti 
untuk mem-bid'ah-kan orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan 
gunut pada shalat subuh itu masyru' (disyariatkan), juga berjabat tangan 
setelah shalat, dan mengangkat tangan dalam berdoa. Tidak boleh juga 
baginya untuk mem-fasik-kan orang yang berpendapat bahwa seorang 
wanita boleh keluar rumah sendirian jika aman dari fitnah, merokok 
tidak haram, membolehkan nyanyian yang tidak mengandung unsur 
maksiat, membolehkan isbal (menjulurkan ujung bawah pakaian) tanpa 
unsur maksiat, dan membolehkan pengangkatan wanita sebagai hakim 
tanpa syarat (mutlak). Tidak boleh juga bagi seorang mufti untuk 
menyerang ulama lain yang berpendapat bahwa wajah seorang wanita 
tidak termasuk aurat, dan status keislamannya tidak menghalanginya 
untuk tetap melayani suaminya yang non-Muslim jika dia bertekad 
untuk mengajaknya masuk Islam, sebagaimana yang pernah dibolehkan 
oleh beberapa Sahabat Nabi radhiyallahu “anhum. 


42 


CI Jana) 
IBAN YLA AI SIN 9 Any paid) Anakan Bel ya 


Prinsip ketiga: 


Memperhatikan tujuan-tujuan syariat dan memperhatikan akibat-akibat 
(konsekuensi yang ditimbul) dari suatu perbuatan. 


lemah ASI GB g3ji3 Jgsal aSadU cus al 
il 99 Susalasa 
Jika hukum-hukum memiliki masalah asal/pokok (ushul) dan masalah 


cabang/bukan pokok (furu”), maka hukum-hukum juga memiliki tujuan 
penetapan (magashid) dan sarana prasarana pelaksanaan (wasa 'il). 


le Gang SI Ha jl adl Uya mali) Lapas J3 
ol date Go UAS Lealas (aga Kolaka, daal) 
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JB Baal, 


Pengetahuan tentang magashid (tujuan-tujuan syariat Islam) adalah 
salah satu pengetahuan terpenting yang harus dikuasai oleh seorang 
fagih (ahli fikih) dan mufti (pemberi fatwa) untuk menghasilkan fatwa 
yang baik. Selain itu, fagih dan mufti juga harus menghubungkan antara 
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hukum-hukum dengan tujuan-tujuannya agar orang yang meminta 
fatwa (mustafti) dapat memahami dan mengamalkan hukum-hukum 
tersebut dengan baik. Karena hal tersebut akan memberikan ketenangan 
hati, kemantapan jiwa, dan kedamaian pikiran bagi orang yang meminta 
fatwa (mustafti). 


Lalat Lg 3 Uranalias SAY Ls) (aa & LI 
UI US dia andil Ulu US Layai pall ah 
Wae aguang SIS 3 Slam uya das mill Chal all 

ASUS 3 Lramalliag LS Lap) 
Orang yang merenungkan teks-teks Al-Our'an dan Hadits akan banyak 
menemukan secara luas bahwa syariat Islam mengaitkan antara hukum- 
hukum dengan tujuan-tujuan dan maksud besarnya. Hukum-hukum 
Islam jarang sekali mengharamkan sesuatu tanpa menjelaskan 
tujuannya. Begitu juga, kewajiban-kewajiban syariat, seperti shalat, 


zakat, puasa, dan lain-lain, semuanya telah dihubungkan dengan tujuan- 
tujuan dan maksud besarnya. 


Sie! 3 Sal Gila Ai Hii gi Y nalidh sate YI, 
La Gagll Aail ye By gila! CilalginYI ( analid 
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Penerapan magashid tidak berhenti pada penjelasan hukum dan makna- 
makna yang tersembunyi di balik teks-teks, tetapi juga mencakup 
penerapan magashid dalam ijtihad-ijtihad yang diwariskan dari para 
imam, mulai dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Penerapan 
magashid juga mencakup penyusunan semua ijtihad yang ditenun di 
sekitar teks-teks dhanni (samar-samar) berdasarkan magashid. Ijtihad 
yang selaras dengan magashid syariah harus dipegang teguh, sedangkan 
ijtihad yang bertentangan atau menyelisihinya harus diabaikan, dengan 
mempertimbangkan bahwa magashid syariah adalah hakim (penentu), 
standar, dan timbangan atas ijtihad. 


Imam as-Subki menyebutkan bahwa pemahaman magashid adalah salah 
satu syarat kesempurnaan tingkat ijtihad. Beliau berkata dalam kitab al- 
Ibhaj: 


"Haruslah ia (mujtahid) memiliki kemampuan dalam penerapan dan 
penelusuran magashid syariah, sehingga hal itu memberikan kekuatan 
baginya untuk memahami sumber-sumber syariah darinya." 
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Tujuan-tujuan umum (magashid “aammah) dan tujuan-tujuan khusus 
(magashid khashah) dalam syariat. 
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Untuk mencapai dimensi ini dalam magashid, maka seorang mufti harus 
mengetahui tujuan-tujuan syariat umum (magashid “aammah) yang 
meliputi penjagaan terhadap kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan 
sekunder (hajiyat), dan keburtuhan tersier (tahsiniyat). Selain itu, ia 
juga harus mengetahui tujuan-tujuan syariah khusus (magashid 
khashah) untuk bab-bab fikih, dimulai dengan tujuan-tujuan syariah 
(magashidus syariah) dalam ibadah yang terdiri dari melaksanakan dan 
mewujudkan kewajiban ber-ibadah, tujuan-tujuan syariah dalam 
pernikahan, mulai dari menyalurkan hasrat seksual sesuai aturan syariat 
(yang mana dengan penyaluran hasrat seksual sesuai aturan syariat ini 
akan terjaga kehormatan diri/ 'iffah dan terjaganya rasa malu/haya)), 
melaksanakan fungsi reproduksi sesuai aturan syariat juga, dan 
mewujudkan ketenangan hidup (sakinah) bagi pasangan suami-istri. 
Tujuan-tujuan pelaksanaan hukum syariah (magashidus syariah) dalam 
muamalah (jual-beli, dll) adalah mulai dari menetapkan adanya hak 
milik, boleh mengambil untung, dan perputaran uang. Tujuan-tujuan 
syariah dalam masalah Jinayat (hukum pidana) adalah mulai dari 
menghukum pelaku, melegakan korban, dan mencegah orang 
melakukan kejahatan. Tujuan-tujuan syariah dalam politik yaitu 
mewujudkan kemaslahatan, mulai dari menjaga martabat manusia, 
keadilan, kebebasan memilih, toleransi, memberi kemudahan, dan 
bantuan sosial. Bahkan, dia harus mencurahkan energinya untuk 
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memahami tujuan-tujuan syariah dalam bab-bab akidah dan pendidikan 
(tarbawiyah), karena syariah memiliki tujuan umum dan khusus dalam 
semua hukumnya, baik dalam bidang agidah, fikih, maupun pendidikan 
(tarbawiyah). Mufti harus memahami tujuan-tujuan syariat secara 
mendalam agar ia dapat menilai dan menimbang ijtihad-ijtihad lama 
dan baru, serta agar ia dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan 
tujuan syariat tersebut. 


Analkall A8 ole ding (jl Ancagill elale he Haid 
sel Call Lada BIS Ji Cagill Jlanah Jt 
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Ann ga 
Wajib bagi ulama-ulama NU untuk berpegang teguh pada magashidus 
syariah ini sebelum mengeluarkan fatwa. Bahkan, para ulama NU 
malah sudah menetapkan sejumlah keputusan tentang kaidah kodifikasi 
atau penulisan fatwa berdasarkan dimensi magashidus syariah ini. Pada 
Muktamar ke-32 yang diadakan di Makassar pada tahun 2010 M, para 


ulama NU mengeluarkan keputusan tentang masalah zakat yang 
seluruhnya didasarkan pada magashidus syariah . 


JRAYI OYLa WYI 


Memperhatikan akibat-akibat (Jonsekuensi) dari suatu perbuatan. 
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Jika menghadirkan tujuan (magashid) adalah kaidah metodologis 
penting yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh mufti dan ahli fikih, 
maka memperhatikan akibat/konsekuensi (ma'al) yang akan dituju oleh 
hukum-hukum tersebut merupakan kaidah pelengkap yang sangat 
penting dan objektif. Hal ini dikarenakan memperhatikan akibat atau 


konsekuensinya akan menghindarkan mufti dari bersikap gegabah 
dalam berfatwa sebelum memastikan dan memikirkan pengaruh- 


49 


pengaruh psikologis, sosial, politik, dan budaya-nya. Selain itu, 
memperhatikan akibat atau konsekuensinya ketika akan berfatwa, akan 
menjadikan mufti menjadi seperti seorang tabib yang jujur dan ikhlas 
dalam fatwanya. Mufti tidak akan terburu-buru memberikan resep 
sebelum memeriksa dan memastikan pengaruh obat-obatan terhadap 
orang yang ia obati. Hal ini dikarenakan fatwa pada hakikatnya adalah 
obat yang diberikan mufti kepada mustafti (orang yang meminta fatwa). 
Seperti pepatah mengatakan, Mufti dalam agama seperti dokter bagi 
tubuh. Jika ia tidak memperhatikan apa yang akan dihasilkan oleh obat, 
maka ia akan merugikan mustafti (orang yang meminta fatwa). 
Sedangkan dia mengira telah memberi manfaat dan kebaikan 
kepadanya. Dan bahkan mungkin akan menambah penyakitnya dan 
akhirnya menjadi korban dari fatwa-nya (malpraktek). 


Il jai Agal (e Ups GA ala Al sang 
Ah Gaga CAB pal) Ama La JS Ca YUI 
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Sial laa Jina! CYLA Gb JAN A03 pal 
JS al Hama Al) Ae AI) YP ay adl Hana 


(yA santi le 


Semoga Allah SWT merahmati Imam Syathibi yang telah 
mengingatkan kita tentang pentingnya memperhatikan akibat (ma'al). 
Beliau berkata dalam kitabnya al-Muwafagat Gilid 4, h. 3, dengan 
ringkasan dan perubahan) sebagai berikut: 


"Memperhatikan akibat/konsekuensi dari suatu perbuatan adalah hal 
yang diakui (mu 'tabar) dan dimaksudkan secara syar'i. Baik perbuatan 
tersebut sesuai atau bertentangan dengan syariat. Hal ini dikarenakan 
seorang mujtahid tidak dapat menghukumi suatu perbuatan seorang 
mukallaf (yang dibebani peraturan), baik ketika melaksanakan atau 
meninggalkan, kecuali setelah melihat apa yang akan dituju oleh 
perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang 
disyariatkan karena adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya 
atau karena adanya mafsadah yang dicegah. Namun, perbuatan tersebut 
dapat memiliki akibat yang bertentangan dengan apa yang dimaksudkan 
semula. Perbuatan tersebut juga dapat menjadi perbuatan yang tidak 
disyariatkan karena adanya mafsadah yang timbul darinya atau karena 
adanya kemaslahatan yang hilang karenanya. Namun, perbuatan 
tersebut juga dapat memiliki akibat yang bertentangan dengan mafsadah 
tadi. Jika dikatakan bahwa perbuatan tersebut disyariatkan, maka 
mungkin saja upaya untuk mendapatkan kemaslahatan di dalamnya 
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justru akan menimbulkan mafsadah yang sama atau lebih besar. Hal ini 
akan menjadi penghalang untuk mengatakan bahwa perbuatan tersebut 
disyariatkan. Oleh karena itu, memperhatikan konsekuensi dari suatu 
perbuatan adalah bidang yang luas bagi seorang mujtahid. Sulit untuk 
dijangkau, tetapi manis rasanya, terpuji, dan sesuai dengan tujuan 
syariat." 


Egi Uya Legi @AN YAI ha dil dam) Gada ea 
AlSYI SSS 3) 1JB Ea SY SY dl NYI 
Jia Jai 3 lele GAS @AL AN aa de Ada) 
ala CSI Rae g pall ole JedYU jila ye Jas ( 

(spse ye 


Imam Syathibi juga menganggap bahwa &ll 3. (sadd al-dhard'l, 
menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang 
dilarang oleh syariat) adalah salah satu bentuk dari memperhatikan 
akibat/konsekuensi (ma'al). Beliau berkata sebagai berikut: 


"Begitu pula dengan dalil-dalil yang menunjukkan pada sadd al-dhara'! 
(SI) Aw), semuanya itu pada umumnya dilakukan dengan cara 
menjadikan suatu perbuatan yang boleh sebagai sarana untuk 
melakukan perbuatan yang tidak boleh. Hal ini dikarenakan pada 
dasarnya suatu perbuatan itu boleh (disyariatkan), tetapi akibatnya tidak 
diperbolehkan (tidak disyariatkan)." 


ul Assilly Sitall (le Kang dita Jia (le Luulig 
S3 gs YLaI de 482i JledYI SYLA e Hai 
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ABI ENY, Clpadl9 C5 KAI Hilal A8 yaa 
Ya Al GS V9 GA Aa Ga oa Aga Gimana sa 
a gali (sala adl HL gaa al lal 03 yana Gala 
Us AABS Calgal paint (lh 8 patuh AnilusYl 

Ja ye Aamlill JII, CYL 
Berdasarkan hal ini, maka seorang mufti dan ahli fikih harus 
mengetahui akibat-akibat atau sejumlah konsekuensi dari suatu 
perbuatan. PPengetahuannya tentang hal ini bergantung pada 
kemampuannya untuk mengenal kehidupan masyarakat dari satu sisi, 
dan mengetahui realitas pemikiran, politik, sosial, dan budaya yang 
hidup di masyarakat dari sisi lain. Tidak mungkin ia mampu memiliki 
kedua pengetahuan ini jika ia tidak memahami prinsip-prinsip penting 
dari ilmu-ilmu humaniora (kemasyarakatan) kontemporer yang 


dianggap sebagai alat untuk mengungkapkan akibat-akibat dan dampak 
yang dihasilkan oleh suatu perbuatan. 


Hala | Gleuiiiul IA WA Yayat Ancagill eLalad 
CVUal (dl Kaka 9 baal gang JONI jamal ag 
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BI Jana JB 


Para ulama NU merasakan hal ini sehingga mereka mengeluarkan 
keputusan tentang kewajiban memikirkan dan memperhatikan akibat- 
akibat atau konsekuensinya dalam dunia pemikiran, politik, sosial, 
ekonomi, dan budaya sebelum mengeluarkan fatwa. 


ae Ya Aipal (le Jalil! Jaa GEN A Kasi aed, 
9 Jd SIYLa Gl Aeilitll 23 aeilie Ba 


Nahdhatul Ulama juga memiliki dua keputusan tentang menjaga 
Lingkungan Hidup yang menunjukkan betapa kuat perhatian Nahdhatul 
Ulama terhadap akibat-akibat, efek, atau kensekuensi dari suatu 
perbuatan. 


.. Pa 2g .. Pen NN 7 Pa - Ps “2 
Bi) Hyang us ANT Ala gaitaY (Kala jl 5) gluuall DS) 
JtteYI Igag celiYI JB ABUIN 3 dyulowall 3 Age Lata YI YUL 
el Hitam Call Jawa Laga AS pall Goal pl AS 
Musyawarah Nasional (Munas) di Lampung pada tahun 1992 memutuskan tentang 
kewajiban memperhatikan akibat-akibat, konsekuensi, implikasi atau efek dalam 
bidang sosial, politik, dan budaya sebelum mengeluarkan fatwa. Dengan 
pertimbangan ini, Kongres Nahdlatul Ulama pada tahun 1954 di Surabaya menetapkan 
Soekarno sebagai Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah untuk mencegah 
kekacauan akibat kekosongan jabatan presiden. Ini adalah bentuk perhatian yang sama 


terhadap konsekuensi dan implikasi yang terjadi dengan menggunakan prinsip 
saddudz dzariah (dengan cara menutup jalan kerusakan yang lebih besar). 


@noitall 3 mamlill jati all (BAYI Aas CI pal Lan LS 


Keduanya dikeluarkan pada tahun 1994 di Muktamar ke-29 di Lampung. 
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SL Jasa 


SERI gala! KAN Ca Ai jl Blel ya 
Gala, 


Prinsip keempat: 


Memperhatikan realitas pemikiran, politik, sosial, dan ekonomi. 


GEN Sal Ai Oia (GA dah Siap BG 
ob slah BEN, Jos, Jasih, pai asha y8g 
II Oa elBYI JB dale Yaya, Sg Slele 
Bs AP asa nah Catih Ol AA Goal 

(ita! AN (yana EM) 


Realitas (dunia nyata) merupakan tempat turunnya hukum syariah. Dan 
realitas ini senantiasa berubah, berganti, bertransformasi, dan 
terpengaruh oleh perubahan zaman dan masyarakat. Oleh karena itu, 
memperhatikan realitas dan mengenalnya sebelum berfatwa merupakan 


hal yang sangat penting. Mufti dan ahli fikih harus memperhatikan 
realitas yang ditinggali oleh mustafti (orang yang meminta fatwa). 


Jang La iii Agil lg GALABYI, celaiaYI, 


Updatall 9 Y AI SI 333 DI) ai ya arialu 
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Jalal Cl ebatll 3 Cal pall Siti Blel ya #k3YI (le 
(id agam ye aras Clantsall, Jjlsill ae Ms JI 
Ol Usah ISI agale cam Ja agaill (5 gal! 3 SAY gatal! 
ABI gUA AI galat Gl Haiti) Aoralaaall Jilawal! (AI gt 
Cl AS Opitiana Gganaal Bg de JI Agil, ya 
GSM Any path detil Aealath Ang pdl JI geaY! 
5 pool! Ayuluall alaill II 8 pateall Jl3YI SY, 
Ank gl Algally ASI yidl, Al aly Andal piaga a 
ana Lagu Liy GOS Galau! cabul alat ye Malas 
Agilac| arenl Usale liliya Samiall may! J3 GIS yj 


Hal ini dikarenakan setiap bangsa dan masyarakat memiliki realitas 
pemikiran, politik, sosial, dan ekonominya masing-masing. Kehidupan 
mereka pun dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi 
di arena mereka sendiri. Oleh karena itu, para pemberi fatwa harus 
memperhatikan perkembangan dan perubahan tersebut untuk dapat 
menyikapi kejadian dan perkembangan baru dengan bijaksana, jauh dari 
kejumudan (kaku) dalam mempertahankan riwayat dan fatwa yang 
sudah lama. 


Bahkan, jika para pemberi fatwa ingin mengeluarkan fatwa tentang 
masalah politik yang ada, mereka harus berangkat dari pemahaman 
yang bijaksana tentang realitas politik yang ada. Dengan berlandaskan 
pada prinsip-prinsip umum syariah (ushul “aammah), tujuan besar 
syariah (magashidus syari'ah kubra), dan memperhatikan konsekuensi 
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dari fatwa itu yang bisa diterima (ma 'alatul af'al al-mu 'tabarah). Hal 
ini dikarenakan sistem politik kontemporer, seperti demokrasi, 
liberalisme, sosialisme, dan Negara-Bangsa (Nation-State). Sangat 
berbeda secara mencolok dari sistem politik yang ada sebelumnya. 
Terutama setelah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi 
keputusan yang mengikat bagi semua anggotanya. 


le GA 8 paleadl Ayda BYI Cegah SAS, 
Sg ole Uirac liga Bah Ol palud! (ikal 
Cilamiina (Ag pil) Sa ulu Ja Ga Gala! 
£ Aj Uya dil gp UaSai SM Ag Jas Yi, Jlall 

os Gia daa 


Demikian pula dalam fatwa tentang ekonomi kontemporer, maka para 
pemberi fatwa kontemporer harus mengenal secara mendalam realitas 
ekonomi untuk menjelaskan hukum syariah dalam perkembangan uang 
dan bisnis. Dengan demikian, memungkinkan syariat Allah SWT untuk 
diterapkan secara nyata di dunia manusia. 


de Siji Y Sl Blelya Ol SAI yaaa yag 
asal Ya Sl GB 3 Ah al lh tail 
Gestil 2 goa lai Lail, Alkatil, laial, S3, 
Oa Sala JSI IN Gauktanah KENCAN Ca 
SAE mia luan SULE MAL Be AN Anak 
SN JS Wadi BAY AS sal 3 AD AAN la 
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SJ Soalel Lal 92 DG LAI Jaa jig Langii Lagis 
ola! Alaih alat! ASI gl Gas Uas 33 Jaa) Aug 
Ata V9 Yag ylalh Cuma OUSYI ali Galisy Ola 
Bag (AA en aa Y ya plaill agialela 
as Gas GUSI) SLASY 3 pantag AS pai dip YAI 
dsaill 5 yjlad pa Gas Y Ole ja Las GAN) al al, 
Ad pasal Cagng J3! Jalal GA olip ad LS 

Tah all 3 Sal SAN Oa Gatal, 


Perlu dicatat, bahwa memperhatikan realitas yang ada tidak hanya 
berhenti pada menghadirkan fenomena yang mempengaruhi realitas, 
baik politik, pemikiran, sosial, maupun ekonomi. Namun, perlu juga 
ditekankan pentingnya membedakan antara realitas individu dan realitas 
sosial. Hal ini dikarenakan masing-masing realitas memiliki 


lallas Calill ia yap, YAYA aim pie al JII peigadl ) OA 
Au CB 29 CA YAX. Au Anda gl 8) sluiall Jual laa JSI, 
Jali A yAM Asia gl 3) glsialh Caalel | YAAY Xim Tappas, 
JAN SNAAY Asma Anil 8 y giat Wal Coalel, cepabil SAI 

Adaa) af jai pall 
Misalnya, Muktamar ke-14 pada tahun 1939 M memutuskan haramnya asuransi secara 
mutlak. Dan keputusan ini ditegaskan lagi oleh keputusan Musyawarah Nasional 
(Munas) pada tahun 1960 M. Setelah tiga puluh tahun, tepatnya pada tahun 1992 M, 
Musyawarah Nasional (Munas) meninjau kembali rincian-rincian hukum asuransi. 
Dan Musyawarah Nasional (Munas) juga meninjau kembali ketentuan bunga bank 


yang sebelumnya telah ditetapkan haram dalam Muktamar-Muktamar sebelumnya. 
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karakteristik dan persoalannya masing-masing, sehingga mengharuskan 
para pemberi fatwa untuk memperhatikannya dan mengeluarkan hukum 
yang sesuai dengan masing-masing realitas, baik untuk memperbaiki 
maupun membimbingnya. 


Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Nahdlatul Ulama (NU) 
memutuskan untuk meninjau kembali penyelarasan antara realitas 
sebelumnya dan realitas saat ini, yang berbeda secara diametral sesuai 
dengan kondisi dan zaman. Meninjau kembali hukum-hukum lama 
merupakan hal yang tidak apa-apa, bahkan wajib, dalam menghadapi 
kenyataan yang masih bergerak dan berubah, karena adanya kesatuan 
antara perubahan dan realitas, yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari fitrah ahli fikih, sebagaimana telah kami jelaskan dalam kaidah 
pertama tentang kewajiban untuk mengetahui dan membedakan antara 
hal-hal yang tetap (tsawabit) dan yang bisa berubah (al-mutaghayyirat). 


— JAN Saleh (el - Kasat OM Ge Gal pa, 
OP JII Apan3 Gang dal #Alkalay 03 gl Cam 
GS ala pai eta Aan MAN “Kab gih yA 

JI Jalal! ISIS 


Para ahli ushul fikih telah membahas masalah ini - yaitu masalah 
peninjauan kembali ('adatun nadhar) - dalam sebuah penelitian 
panjang yang intinya adalah sebagai berikut: 


- Harus dilakukan peninjauan kembali jika kejadiannya berulang 
kembali dan ada hal baru yang mengharuskan untuk di ruju' 
(ditarik kembali pendapat sebelumnya). (Misalnya, jika suatu 
hukum ditetapkan bahwa asuransi secara mutlak haram, tetapi 
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kemudian muncul asuransi yang menggunakan prinsip syariah, 
maka perlu dilakukan peninjauan kembali hukum tersebut.) 

- Harus dilakukan peninjauan kembali jika tidak mengingat dalil 
pertama. 


due Un Aa Una na 3 ang 
asgia lal ILS Unaluall jae Aram gia 4 22019 
SIN Blel yah gih ag si agia Jl jali Naa 3 Anil jl 

AYI 9 atu 


Dan yang perlu disebutkan adalah apa yang telah diputuskan oleh 
Nahdlatul Ulama pada tahun 2019 M untuk melarang menyebut non- 
Muslim sebagai kafir di tengah-tengah konsep kebangsaan yang berlaku 
saat ini. Keputusan ini merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap 
realitas politik dan social yang ada. 


Hloall Isa Oe d3 
AN ya KS Suria elil # Alb JB IS Y lal ya 
Saya punya sebait syair untuk menggambarkan keputusan NU ini : 


Saudaraku, sebutlah mereka sebagai warga negara, bukan orang kafir. 
Mereka adalah saudaramu juga dalam kemanusiaan. 
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Gali Jaslall 
Anal! Gl ye YI 9 AAS 3 Calalat) 3lel ye 


Kelima: Memperhatikan adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. 


SAI Ga el Ji alel yag ai gl Ad yaa ga) UB Gal 
- .. 1 Peni PN 22 £ f “N . 
aa sil 2 awal) 3 ita! cai dl AJI Gopi 
sela ol Utan Ale Ula (Sitinnalh Ad Gia GAN 
Agaml| Al jaw Yo dal el, panllSi 3 Gift! Salat 

ASI 9 Asa )Y| Ha png MAAN cal, Yl, 
Meskipun kita mengatakan bahwa mengetahui dan memperhatikan 
realitas sebelum memberikan fatwa adalah hal yang penting, namun 
penting juga bagi pemberi fatwa atau ahli fikih untuk memperhatikan 
realitas di mana pemohon fatwa (mustafti) tinggal. Selain itu, pemberi 
fatwa juga harus memperhatikan adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan 
pemohon fatwa. Pemberi fatwa tidak boleh hanya berpegang pada apa 
yang tertulis dan diriwayatkan dalam kitab-kitab karena adat istiadat, 


tradisi, dan kebiasaan telah berubah dan berkembang seiring dengan 
perubahan waktu dan tempat. 


Jd Lagai) 1 176 H1 Kla Aa JB 
Cie ami Yg Alatusl Jata Lagag 0 yiiel Ca jall 
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Us Jay sela lal LGlyas Jala SIN awal 
Sal Kaya Gale daya DG Elisiny Eladil Jal yag 
slah Mayo Gg A3 Sial, cab aye ve Allul, 


AS Aganll, mealgll Hall 48 Ig SIS (8 ) Aall, 
slale amalia Jeng Gaal! 3 Jia laal LY sud 


(cold! Hall! 3 (raba! 


Imam al-Ourafi dalam kitab al-Furug, juz 1, halaman 176, berkata: 


"Apa pun yang baru dalam adat, maka pertimbangkanlah. Apa pun yang 
gugur, maka gugurkanlah. Dan janganlah kamu kaku (jumud) pada apa 
yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang hidupmu. Jika datang 
kepadamu seseorang dari luar wilayahmu untuk meminta fatwa, maka 
janganlah kamu berlakukan kepadanya adat wilayahmu. Tanyakanlah 
kepadanya tentang adat wilayahnya, dan berikanlah fatwa kepadanya 
sesuai dengan adat wilayahnya, bukan sesuai adat wilayahmu dan yang 
ditetapkan dalam kitab-kitabmu. Inilah kebenaran yang jelas. Jumud 
(kaku) pada nukilan-nukilan saja, selamanya adalah kesesatan dalam 
agama. Dan merupakan kebodohan terhadap tujuan para ulama dan 
kaum salaf terdahulu." 


JB OA ac Jalal! Il Walt Lo jl OA, 
Bl yah Alka! Jilall Joy CINGESYI 0g sial 
ana 3 Calalalh GUNYI Cya SA OS Lalu) 
Angalay gam Jlial Sl Baila ls (AN Sl 21, 
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dclainY! Slmll (4 Saludl 3 yall AS jie 
3 Sai ga laa Aaslsill, dalah, daalaBYI, 
Il ye Yg all 3 Salak Ga - Jail - Ie 
Ca ya Lac CallA5 Jiliwall od8 gai Luari gail (Ge ya 
“Aa, ikal gag DS GI DU jl Olla GA 
piS Jia (A Aalusall Bl pall a yagg ia Ul Dia 
ayal Tabs ag alis Ol )) Cam d yag Lula! Blu! 
Jati, Salat) El (dh El Gs (3 

ye, 


Ketika kita ingin menerapkan prinsip ini (memperhatikan adat istiadat 
dalam mengeluarkan fatwa), ternyata kita memang dapat melihat bahwa 
fatwa-fatwa dan ijtihad-ijtihad tentang masalah-masalah yang berkaitan 
dengan wanita Muslimah sering kali dipengaruhi oleh adat istiadat, 
tradisi, dan kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Misalnya, pada 
masalah batasan-batasan dan sifat partisipasi wanita Muslimah dalam 
kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang berdampingan 
dengan saudaranya — kaum laki-laki -. Maka, adat istiadat, tradisi, dan 
kebiasaan yang berlaku di Indonesia terhadap masalah-masalah ini 
berbeda dengan yang berlaku di Afghanistan atau negara-negara lain. 
Oleh karena itu, tidak boleh bagi pemberi fatwa dan ahli fikih - 
misalnya- untuk melarang dan mengharamkan partisipasi wanita 
Muslimah dalam kehidupan politik dengan hanya menukil hadits ((& 
syal md yel Isl ai ala )) ("Suatu kaum tidak akan beruntung jika mereka 
menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita." Hadits ini 
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diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, 
dari Nabi Muhammad saw) tanpa melihat adat istiadat, tradisi, dan 
kebiasaan tersebut. 


AS oLusill Gamad jl Aatall 3 Siball ) yag Y LS 
dslr laa el GI SSabh Ja, 
JAE Tag ya YA Ai OS al La IABYI, ELaiaYI, 
Iigag GRYI ga Lagy Ladaal Gamad PAI ya 
Bl yall e30S jl gan cesial) Aitagill eLale panah anal 
legi VI Gaal agita JA Kia 9 Aina) yel Ja en Jaa! 
SI AAU Call adil Ate) glsil Ye 


O Sanasi ga 


Demikian pula, tidak boleh bagi pemberi fatwa dan ahli fikih untuk 
menetapkan hukum yang berbeda-beda bagi wanita dan laki-laki, baik 
dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi, kecuali jika ada dalil 
syar'i yang tegas dan pasti yang menetapkan salah satu dari keduanya 
untuk suatu tugas tertentu. Dengan prinsip ini, para ulama Nahdlatul 
Ulama mengeluarkan fatwa yang membolehkan wanita untuk bekerja 
dengan syarat terhindar dari fitnah. Keputusan ini tidak lain adalah 
salah satu bentuk perhatian terhadap adat istiadat dan kebiasaan yang 
umum berlaku di negara Indonesia. 


Keputusan Muktamar ke-8 tahun 1933 M di Jakarta. 
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Gal pat jln CA WIB ali agiile ) Alial (yag 
dy Syaig Jia ola all Ja anu Ul A3 


SI Ragiall US ya sy Y dh dale Jatalg 
Pa .. . Ki .. . N x 2 .. Pa 
la se 2 JUS (anu aw Xu Y OS laku jl s3 
Oo sma Itali oelaia YI ali SUS 3 s2 
Salah satu contoh lain dari perhatian mereka terhadap adat istiadat 
adalah fatwa mereka yang membolehkan berkeliling mengarak kubah 
masjid sepanjang jalan untuk menularkan keberuntungan (tafaul) dan 
keberkahan (tabarrukan). Fatwa ini didasarkan pada argumen bahwa 
tidak ada dalam kitab-kitab fikih yang kita warisi dari para pendahulu 
yang secara tersirat menunjukkan ketidakbolehan tradisi sosial tersebut. 
Oleh karena itu, mereka mengeluarkan fatwa yang membolehkannya. 


2 pil Ka Uje Cia (iis IA Ugal lal Jaa (lai 
bj al lala) bj di Cam Ya eU Ka KI 
dm ya GA Sail) Ga said Erprall JI Istiiaal Mila 
Al may osbe Un dil ne Ye dana AG KAI 
Jl ya Oreasiiall S Al Jom) Cal) 1JB Lagie 
J2 55 OB (( JJ elu ya Llentidll, laik 
aa Alie YI ati Ol Kama SUNYI ya Gde Sal lia 

Ul yaaa YAYA Liu CI paigall JA 


Keputusan Muktamar ke-3 tahun 1928 M di Surabaya. 
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aa SIN pil Yaa 3 Clatal! 3 Sal ye YI le yan 
CAN Aha peta y lag yi AS ya Aina GA oi 
MAS Giaka Lea G5 gatal EN AA Ha 
saga gl Yayan gl Urang gl III MIS Ye 
Lawas gai Ay gen ab ye Ulat SN C5 yaa 
Soal disaal IE Lal Ula) bj Kagai Cal gim JB 
ca IS Jis ba) ola OYI Lai Jlaolb Agliiia ac 
As se GRI Ulil A3 Val (olah, Jul 
Amati (AM Sial sio (Say DS AdluYI Ol 
Ca HS Kayo id ang JII SAS, Jl lh Agaia 
Ulil Lois 3 pumag US) Aa yggaa S8 Ulalill 
se Jgall Si Jay daa Il Laila Uje, 
Wa Ne Adi KA Ud UNS eluilh Lniiia aa 
Glisyas lajallag Lai gdilS Lah Goat Cagia Jaa 
Hd etil, III Om Sita G7 OLI aan Cas 
entin ajal Um Y da SN Ma ena 
Jlagjib Agaritia yaiai Y dial Uya Ol LS elilh 
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Ad JB GAM Sal) Jalin Gita Jadi Uya Kaili oh 
Katie Kasasi 1d 


Sebagai contoh, jika seorang mufti dimintai fatwa tentang hukum 
syariah dalam suatu pakaian, apakah pakaian tersebut merupakan 
pakaian laki-laki atau pakaian perempuan, berdasarkan hadits Nabi 
yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya, dari Abdullah bin 
Abbas radhiyallahu 'anhuma, yang mengatakan: 


Ya Ogasiiall 3 sluilh Jla jl ya Gagaiidl S dl Ju) Ol) 
(Ja JL el 


"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang 
menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." 


Maka, penerapan hukum ini pada suatu pakaian harus memperhatikan 
adat istiadat dan kebiasaan. Hal ini karena syariat Islam hanya 
menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pakaian 
agar menjadi pakaian yang Islami, tanpa memandang apakah pakaian 
tersebut berupa sarung (izar), kemeja (Oamis), celana Sirwal), celana 
Pantalon, atau lainnya. 


Misalnya, celana Pantalon di Indonesia dulunya merupakan pakaian 
laki-laki murni. Jika seorang wanita memakainya, maka ia dianggap 
menyerupai laki-laki. Namun, sekarang celana Pantalon ini telah 
menjadi pakaian yang umum dikenakan oleh pria dan wanita, baik di 
Indonesia maupun di Negara lain seperti Pakistan. Oleh karena itu, 
wanita yang memakai celana Pantalon tidak dapat dianggap 
menyerupai laki-laki. 
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Demikian pula, sarung (izar) dianggap sebagai pakaian wanita di 
banyak negara, seperti Turki, Mesir, Jenewa (Guinea), Senegal, dan 
lainnya. Jika seorang pria memakai sarung di negara-negara tersebut, 
maka ia dianggap menyerupai wanita. Namun, hal ini berbeda dengan 
yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, 
Malaysia, dan Brunei. Di negara-negara tersebut, sarung dianggap 
sebagai pakaian yang umum dikenakan oleh pria dan wanita. Oleh 
karena itu, orang yang memakai sarung tidak dapat dianggap 
menyerupai wanita, begitu pula wanita yang memakainya tidak dapat 
dianggap menyerupai laki-laki. 


Masalah ini termasuk dalam kategori Tahgig Manath (proses untuk 
mengkaji sebab atau illat (alasan) yang mendasari suatu hukum (hukm) 
dalam syariat Islam), yang menurut Imam Ghazali mencakup sembilan 
per sepuluh dari pemikiran fikih." 


Prinsip keenam, hindari mengeluarkan fatwa dan mengimpornya di luar 
lingkungannya. 


Saya! Gal ye YI 9 all 3 Salat! Blel ya CS ISI 
Hat  Aalgdl Ac gita gal Janl gatal Uya Unila 
s8 Jaslital! Iigl JeSall Ca Lea al YAIYI Aasall , Siaall 
Ciligall JL Wal paiaalg Gagal para ye alay! 
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Jika Memperhatikan adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat adalah salah satu aturan 
penting yang harus dipatuhi oleh mufti dan ahli fikih, maka pelengkap 
aturan ini adalah menghindari mengeluarkan fatwa dan mengimpornya 
di luar lingkungan tempat mereka berasal. 


Jay Ola Lilin TK Gatal panai AN yall, 
Axcinal Wagial Gill Cal pall yg gbiall Anta » ( itall 
Jniel Usa Lead Oam II Aha JK Asing 
pasa gl ol gk Ugal) Jin (AI Aipall SIK caikail 
Ubah cl pilil awtadi Y ol gd Anal Sita! Ol yA 
dala lal Ja pluagYI, lia ai Y, USAI, 


aa 


Yang dimaksud dengan "mengekspor fatwa ke luar lingkungan" adalah 
seorang mufti atau ahli fikih memindahkan fatwa dan keputusan yang 
dia ijtihadkan untuk masyarakatnya dan orang yang meminta fatwanya 
ke luar lingkungan tempat dia tinggal tanpa mempertimbangkan 
karakteristik lingkungan baru yang dia pindahkan fatwanya. Atau 
dengan kata lain, mufti atau ahli fikih tidak menjadikan fatwanya 
tunduk pada pengaruh waktu dan tempat, atau perubahan lingkungan 
dan situasi tertentu. Tetapi dia menganggapnya cocok untuk diterapkan 
dan diberlakukan di semua negara dan wilayah terlepas dari perbedaan 
karakteristik lingkungan yang ada. 
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La ID (A Uisam 9 Lasad (piidall Uya oat Ws awal II 
v3 Lead Utang AI Kal II Siap oo lp 3 
Saya! Anal Gas Gelas 3) GAN Aga Ga Uya HAHA 
Uas LAS Ba) giawall Gg gal! Lah clata (ANN Kamil! Anti 
sial Sl Jis Sial! A3 yi asia AN pala ag ya 
Jhiel yaa Alall A ASdnuudl 8 Sandal) Cile3l jl 
Adapun yang namanya impor fatwa adalah bahwa seorang mufti atau 
ahli fikih memindahkan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti lain, baik di 
masa lalu maupun sekarang, di suatu negara dan lingkungan tertentu ke 
lingkungan tempat dia tinggal tanpa memeriksa apakah ada kesesuaian 
atau kecocokan antara lingkungan baru dan lingkungan lama tempat 
fatwa yang diimpor berasal. Maksud dari impor fatwa juga adalah 
bahwa mufti hanya puas dengan mentransfer fatwa-fatwa yang dibuat 
oleh para mufti dan dikeluarkan oleh para ulama terdahulu dalam karya- 
karya mereka dan mentransmisikan fatwa-fatwa lama tersebut ke 


realitas baru yang muncul dalam agama tanpa mempertimbangkan 
perbedaan antara karakteristik realitas. 
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Lagia JS ang Al pita pganaill Kaya! NS G 
Us DOT Aale yamg US GAN aeiall Jalks 
ARI gi (Bagian YI daily agaralig Gasal y Julamall 
Asal 9 co gia) ASLAY ASUS any Lagia Anl, JS Ol ds 
SA 00 ago eye Oral ay oo il 
GA Jasa! Jasa AN 3 ya Sl Ul IS ee 
AS yi La Lila Il call ay ye A3 sil yah 
Y Cililaag Wa j3 Ellis Gjl Ami Ca oisll ya Cas Lal 
KEL Fad Sl bd Ga DI Ja 
angl Sa yiall Jai le plya Gal Uh pig jl 
SISY 0 jas Ceper Cyiila AAh Hyaadl Jah CAS 9 AiLuual! 
La Ac (dl Alas (il La IS, basi Ula al 
ega al SB UN Lal goe DA ASN Il aah, 
Ina gang» goal Ya Ea — 8 ya Ji aa 
bayam il Lol oya HSE) Lay al ASI, Ana 
alis US GilSall, Alaih Ueilus ye Litall oAa 
pad Gay gi ol NAS 9 SS 3 Uya dil Agri Cpalinag 

HASAN) JS Halisa yal Gm AI sal 
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Kedua hal tersebut, yaitu ekspor (Tashdir) dan impor (istirad) fatwa, 
masing-masing merupakan pelanggaran terhadap metode yang 
dipedomani oleh para pendahulu dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut 
tabi'in, dan imam-imam mujtahid dalam fatwa mereka. Bahkan, 
masing-masing dari keduanya merupakan pengkhianatan terhadap 
amanah fatwa dan amanah tanda tangan penetapan hukum yang 
diberikan oleh Allah SWT. Sebab, seseorang tidak boleh bertanda 
tangan atau mengesahkan sesuatu atas nama Allah SWT sebelum dia 
memastikan bahwa hal itu adalah sesuatu yang memang dikehendaki 
oleh Allah SWT untuk disahkan atau ditanda tangani. 


Jika kita membaca fatwa-fatwa yang ditinggalkan oleh para ulama 
pendahulu kita, kita akan menemukan perbedaan dan konteks yang 
tidak ada jalan untuk menyelaraskannya. Misalnya, Syaikh Al-Turtushi 
(seorang syeikh dalam madzhab Maliki) telah mengeluarkan fatwa 
bahwa melakukan ibadah haji haram bagi penduduk Maroko karena 
jaraknya yang jauh. Penduduk Maroko menghabiskan dua tahun dari 
hidup mereka untuk menunaikan haji hanya untuk berangkat saja 
(belum menghitung waktu untuk kembalinya). Dan dalam perjalanan 
menuju Mekah banyak yang menemui hal-hal yang membawanya 
kepada kehancuran (meninggal, dll). Maka tidaklah mengherankan jika 
kita membaca fatwa Al-Turtushi yang mengatakan: "Barang siapa 
bertaruh (dengan nyawanya untuk perjalanan haji-dari Maroko pada 
zaman itu) dan sampai bias melaksanakan haji (karena beruntung dalam 
perjalanan hingga sampai di Haramain), maka gugur kewajiban (haji) 
nya, tetapi dia tetap berdosa karena melakukan sesuati yang ghoror 
(ketidakpastian antara selamat atau tidak). Jika kita mengeluarkan fatwa 
ini dari konteksnya secara temporal (waktu) dan spasial (tempat) 
(dengan di ekspor ke masa sekarang-umpamanya), maka kita akan sesat 
dan menyesatkan (disamping fatwa ini juga terlihat aneh). Kita 
berlindung kepada Allah dari kejahatan semacam ini. Demikian pula 
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jika kita mengimpor fatwa ini ke konteks lain yang kondisinya sangat 
berbeda. 


- Aigamy Las esa) Al jatuh Om GOS SA Ani 
Jasa yaal ASMA patah Cyadletl 3 Cai! Jl SU ie YI 
GAN lia Lailg Agiliicnng ABI ya Jill aan 
Ia Os)san elalalla Uaitull, Carilah CA Gali 
Yg Ontilull Calall $ Op AYI pita! JL Jie YI 

La gada! & ical! 65 giat) al pirus AI gam 


Benar, memang ada perbedaan antara mengimpor fatwa dengan apa 
yang disebut sebagai “mempertimbangkan perkataan para mufti dan 
ulama sebelumnya. Hal kedua ini, bukan hanya sekedar menyalin dari 
fatwa-fatwa mereka dan kitab-kitab mereka, tetapi ada kesesuaian dan 
kecocokan antara dua realitas dan lingkungan. Para ulama 
memperbolehkan mempertimbangkan perkataan para mufti Jain dan 
ulama terdahulu, dan mereka tidak menyebutnya dengan mengimpor 
fatwa yang dilarang dan tercela. 


BS yi il 1 dg All Jal Yan Id, 
Je daa ha sn asas 
Os La Alun Gi Alia! JS Leela JB ASI) 
bata KANAN Alma Ff Aa jumat) Jaait eny) ala 
Bam gol - Da (padaYI ABI Rama ) 3... IIS 
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OB Juan, alas! Uilira 3S UV gass 2 Uang 
Usitall Ge leliiy Gaal diah amy Y El 
Gallatg Gala alim ISA da bl d jakas Gp 
dlsih Jie YL di gam Lalat! (ld al gil, AYI (AA 
slalu! Anagi Sal ll JAN Cp Cp gim 
IS ya lagii (SI Sila! hang lesYI JS 
al pia Yg lama YI J3 Uya Curl dosaall (g gkiall 
Ursiadl Jlgih JlicYI Alam ca CS da ajal 
Gl) Alam ya JS gl Jalal, WI Gl Gan 

As Up Jill 


Barangkali sebagian ulama akan berkata: Kita sering melihat dalam 
keputusan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama: Kata Hanafiyah begini, 
Kata Malikiyah begini, Kata Syafi'iyah begini, Kata Hanabilah begini 
dalam suatu masalah, dan juga Darul Ifta' dari negara Mesir 
memutuskan bahwa masalah tersebut hukumnya begini.... Dan Majelis 
Fatwa Islam (Majma 'ul Fighil Islami) memutuskan -misalnya- bahwa 
kota Jeddah dan bandaranya sah untuk menjadi migat bagi jamaah haji 
dan umrah. Dengan hanya menukilnya, hal-hal itu tidaklah disebut 
dengan mengimpor fatwa dan mentransfernya dari mufti lain. Akan 
tetapi, jika ada kesesuaian dan kecocokan antara dalil dan realitas 
(kenyataan yang ada), maka para ulama menyebutnya dengan 
“mempertimbangkan perkataan mujtahid' (al-I'tibar  biagwalil 
mujahidin). Maka, siapa pun yang memperhatikan keputusan Nahdlatul 
Ulama dengan seksama, ia akan menemukan bahwa masalah-masalah 
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yang mereka nukil dari kitab-kitab fatwa lama bukanlah termasuk 
kategori mengekspor (ishdar) dan mengimpor (iirad) fatwa, tetapi 
merupakan bagian dari mempertimbangkan perkataan mujtahid ketika 
realitas kenyataan dan dalilnya saling cocok, atau merupakan bagian 
dari menganalogikan masalah dengan masalah-masalah yang serupa 
(ilhagul masa-il bi nadha-iriha). 


Gasiill Gaal pai let ya anal Jalal 
Prinsip ketujuh: Memperhatikan tingkat keimanan dalam jiwa. 
coill alat Ol Analill, Aalall coal agludl Cya 
Sila padll 9g Cilagaiall yg Cilkalsll de dc) gia 
malas Gl SAI anti M8 Ai) LS Cilaludl 4 Ula 3 Sal, 
Ost Kali Baal, Ata Ge Cus Cartal g yel 
cash Hm lal (B Cgigliia Galih lg gi Eling 
agal jl 9 nat) aga HOAAY pall Jami Gila yag 
ole OB NAM (de Lugulig LUaall mala | ANKYI 
Us Small, eW3YI die sel Ul datall,  Sidall 
La Jus Cuma Gali! Can Si gliialh JIAAYI oi8 aglilksa 
La SSLGSAYI Oa (iii LS Ahad (Opal) ya Kaul 
Ciiiiiimall Calitaal adil gal JIYI GS AYI Halit 
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o| gua Us A5 adase Y| Gita! 2 HA $ al sad 3 


Seperti sudah diketahui (baik oleh kalangan umum dan khusus) bahwa 
hukum-hukum syariah terbagi menjadi wajib, mustahab/sunnah, haram, 
makruh, dan mubah. Selain itu, telah disebutkan sebelumnya bahwa 
ajaran syariat yang mulia tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada 
yang pokok (ushul) dan ada yang cabang/tidak pokok (furu'”). Dan juga 
masing-masing orang berbeda-beda dalam tingkat keimanannya dan 
tingkat kemampuan mereka dalam menjalankan agama, karena 
perbedaan pengetahuan keagamaannya dan kepatuhan secara moral 
terhadap ajaran agama. 


Berdasarkan hal ini, maka seorang mufti dan ahli fikih harus 
memperhatikan saat mengeluarkan fatwa dan membahas masalah 
mereka dengan mempertimbangkan perbedaan tingkatan ini di antara 
mereka. Dengan demikian, sang mufti memilih apa yang sesuai dengan 
tingkat keimanannya dalam diri orang yang meminta fatwa. Sang mufti 
juga memilihkan dari bermacam-macam hasil ijtihad-apa yang sesuai 
dengan kemampuan dan komitmen agama dari mustafti dan orang 
awam. Dan mufti harus benar-benar memperhatikan hal ini agar 
fatwanya dapat mencapai tujuan syariat. 


&) Abal ya AA Jasad IM Jual S8 abal alaYI, 
KAI Jalil GS olawg (9, 72 & 73 4 
Saka A jai Ga Jalil Gta )) JB Laiya 
Sayan AAN SY) ga Ale ai3 Le oi Kail 
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Ja hamil 9 ca gell Jiang CUauill Jilaa ia Hayat 
Baris Gaal SIK (Ie Agimdl! Mia Luih (is Aslali 
HSNI AI Kail Nia Jiladlh SE ya jpASI aah 
Mg Al Ang Siniall pe UatAyg Ope 3 Piala 
V3 Ag aw Aamdi (A Hala JS) galang La jail) 
JB (Amd Yagii HI Yaa YP Kasi, 
aslall (AH Leah LS Amlg ps Cele Analall Jae! 
In) (ale dana Iin alan Jas GP SAS pilisall, 
S3 OAT dl dailh SIS GI Yg 38 gl ya 
Jalal! (AI Amil A33 Uas 3 Gasil Laa 0G Jas 
KAN SI ya Uya USA9 YAI Jae Ada GI 
Ina Hana de Jalal, ym y dls 
Jati de Aalita Cijl A Jiw al Ul AAN 
SBY inna AE Haag Jas YI ya3 3 Je YI 
$ Ueia Amal JS Lalitka Anya Hilal Jln ya Uya 
AI 0» ypS aa ABY dragas 3 AS la) ole Jam 
Jail Jas YI Gal 3 Iisa AN mamah Jus 
Jasa (Alai) JB il A3 JB (aib Olah) JB 
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| Sig ((onote Ga) 1 JELAS 2 Ja (ai 
Gi JB ((be33 Ae Dual) 1 Jail Je YI 
Jas (AA Abal) 1JB Gl JB (oa 5) JB 
alas Cail "JB Jalal 2 us Sih A3 (SI 
Sia Y AI pa pall Elle) 1J lis 2ASI jala Gia 
Al ie Anya Jail las YI al seal As (AI 
US SI, NS Wl y3 SIN) 1d Hail aga 
Al Ely ya Y cam g adl YAI Y)) "JS AA mma! 33 
533 (5 sela Lao Ja and KL A3 ) JB... 
abg. (eloall Gya SS le ASI Lea Ga "Alai 
bk oa elasi Gl (GA MSI Bala! Jail) 
ps3 Gilang Gaal Jessi Ol le Jo Leanaa Jasill 
SN AI Aailh ga Lail nail! Uh | US Oei 

(akad! Ja II 


Imam Syathibi telah menetapkan kaidah ini dalam kitab t8!,dl (al- 
muwafagat) (jilid 4, halaman 9, 72, dan 73). Beliau menyebutnya 
dengan istilah ce! Ilidl Gxis3 (tahgig al-mandth al-khash). 


Imam Syathibi menjelaskan bahwa : 


"Gali lidi Grass (tahgig al-manath al-khash) adalah melihat seorang 
mukallaf (yang dibebani hukum) berdasarkan dalil-dalil taklifi yang 
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telah menimpanya, sehingga dapat diketahui darinya celah-celah setan, 
celah-celah hawa nafsu, dan celah-celah syahwat duniawi. Kemudian, 
mujtahid (ahli ijtihad) tersebut menyampaikan dalil-dalil tersebut 
kepada mukallaf tersebut dengan dibatasi oleh batasan-batasan tertentu 
untuk menjaga diri dari celah-celah tersebut. Hal ini berlaku untuk taklif 
yang wajib maupun yang lainnya. 


Taklif yang sunnah memiliki keistimewaan lain, yaitu: melihat apa yang 
cocok bagi diri setiap mukallaf di satu dan lain waktu. Antara satu 
orang dan orang yang lain. Karena, masing-masing orang tidak sama 
dalam menerima amalan-amalan tertentu, seperti yang terjadi dalam 
ilmu dan keterampilan. Sering kali, suatu amal saleh dapat 
menyebabkan seorang laki-laki mengalami kerugian atau keterpurukan, 
tetapi tidak demikian halnya bagi laki-laki lain. Sering kali, suatu amal 
memiliki celah memancing hawa nafsu dan godaan setan yang lebih 
kuat bagi pelakunya daripada amal lain, dan bisa jadi dia terbebas dari 
hal-hal tersebut dalam satu amalan tapi tidak pada amalan lainnya. 


Bukti atas sahnya ijtihad ini adalah bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam pernah ditanya tentang amal terbaik dan amal yang baik saja 
pada waktu yang berbeda-beda. Beliau juga pernah memberitahukan 
hal-hal tersebut tanpa ada pertanyaan sebelumnya pada beberapa 
kesempatan. Beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, dan 
masing-masing jawaban tersebut, jika dipahami secara mutlak dan 
umum, akan menimbulkan kontradiksi dalam hal preferensi 
(pengutamaan suatu amalan). 


Dalam hadits shahih, beliau ditanya: "Amal apa yang paling baik?" 
Beliau menjawab: "Iman kepada Allah." Beliau ditanya lagi: 
"Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah." Beliau 
ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Haji yang mabrur." 
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Beliau juga pernah ditanya: "Amal apa yang paling baik?" Beliau 
menjawab: "Shalat pada waktunya." Beliau ditanya lagi: "Kemudian 
apa?" Beliau menjawab: "Birrul walidain." Beliau ditanya lagi: 
"Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah." 


Dalam kitab Sunan an-Nasa'i, dari Abu Umamah, beliau berkata: "Aku 
datang kepada Nabi saw. dan berkata: 'Beri aku perintah yang dapat aku 
ambil darimu.' Beliau menjawab: 'Puasalah, karena tidak ada yang 
menandinginya.'" 


Dalam kitab Sunan at-Tirmidzi, beliau ditanya: "Amal apa yang paling 
tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat?" Beliau menjawab: 
"Orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun 
perempuan." 


Dalam hadits shahih, dalam hadits tentang kalimat tauhid, beliau 
bersabda: "Tidak ada orang yang datang dengan membawa sesuatu 
yang lebih baik daripada apa yang ia bawa berupa kalimat tauhid." 


Dalam kitab Sunan an-Nasa'i, beliau bersabda: "Tidak ada sesuatu pun 
yang lebih mulia daripada itu (yaitu doa)." 


Dalam kitab Sunan an-Nasa'i, beliau bersabda: "Amal ibadah yang 
paling utama adalah menunggu pertolongan (Allah)." 


Dan banyak lagi hal-hal dari jenis ini yang menunjukkan bahwa 
preferensi (pengutamaan) tersebut tidak mutlak, dan memberikan kesan 
yang jelas bahwa maksudnya adalah menurut waktu atau menurut 
keadaan orang yang bertanya." 


IA NA PE TN DE ET Pn NN PADA 
Cas say | ae Jasa! Iia Slel ya (AA said) all 
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—YI US ( Aiiw ( agha sb dmna Lusi Galac 
me ye Tila li A Siradl (Aas Al Oa 
Al ada) las Gaal Ul) Bams Ga Mk US Maa Cp 
JS Ragi Laga JB Gpall Allah Jay cela Lal Lagic 
La tegalan AI JB Jajil ala Lala Jul NA Nai 
dn gi Uiaga JB ya al 1 Lari GS Liat IKA KS 
Caany Da) ASI il dB ag Ia Cik Uad AI gate 

(SSS ogam go jl AI gia | Usage Jia ol Aa 


Para sahabat radhiyallahu “anhum, telah mengikuti metode kenabian 
dalam memperhatikan kaidah ini saat mengeluarkan fatwa, seperti 
sayyiduna Ibnu Abbas dalam hadits yang dikeluarkan oleh imam Abu 
Dawud dalam Sunannya di kitab Adab dan oleh imam Ibnu Abi 
Syaibah dalam Al-Musnad di kitab Diyat dari Abdul Hamid dari Sa'ad 
bin Ubaydah: 


"Ketika seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya: 
"Apakah ada taubat bagi orang yang membunuh mukmin?", beliau 
menjawab: "Tidak, tidak ada balasan baginya kecuali neraka." Ketika 
laki-laki itu berdiri, para sahabatnya berkata kepadanya: "Engkau tidak 
pernah seperti ini dalam mengeluarkan fatwa. Engkau selalu 
mengeluarkan fatwa bahwa bagi orang yang membunuh mukmin ada 
taubat yang diterima. Apa yang terjadi hari ini?" Beliau menjawab: 
"Aku menduga bahwa dia adalah laki-laki yang mudah marah dan 
punya keinginan membunuh seorang mukmin!" Maka mereka 
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mengutus seseorang untuk mengikutinya dan mereka menemukannya 
memang seperti itu." 


Sa yag Gol Aa 3 (iban) CA plat! Janltali lag Lasalig 
dal agam Olly Galill Gani Jah cela 
UBI ga (SB UI IY Gaal Salat ANAYI agal jl, 
Alt Alia Cyad 15 gl) JA Y Y HASAN 3g JUAN) aulia 
AYI Ja Jl alah Halusal! 81 yall 5 gam Alus Jiluuall 
cl #laiYI Alang ola Oh JI Jual Aina 
AS Ian Amil 9 Aiigil Allisag (jialall ye gia! 
Asalgim VI Jilisall (ya Lal gang 19 Juaill AIhuall agale 
bel j3 - Gay! aa pagu « Kai (II Aim! 3 Aagaill 
day 2, Sa gai! Gan Lon Uolanag Jaga 
Sial! UB GAS Lag lens, Bo yana elasi 4 
Casill JSI Blel ya (ya 5 Y Jilisall pd8 ola dutall 
dilamall Ang ie ag S Ig ga LS 

OI 2 AYI, 


Berdasarkan kaidah penting ini, maka seorang mufti dan ahli fikih harus 
mengetahui dan memperhatikan tingkat keimanan seseorang dan 
perbedaan tingkat pengetahuan agama mereka serta kepatuhan moral 
mereka terhadap ajaran agama. Hal ini agar fatwanya sesuai dengan 
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tujuan syariat dan sesuai dengan orang yang dibebani hokum 
(mukallaf), bukan karena hawa nafsu. 


Berikut adalah beberapa contoh masalah : 


- Masalah batasan-batasan wanita Muslimah di hadapan laki-laki 
ajnabi (bukan mahrom), 

- Masalah isbal (menjulurkan pakaian di bawah mata kaki) tanpa rasa 
sombong, 

- Masalah mendengarkan musik yang tidak mengandung unsur 
negative (fahisy), 

- Masalah mengucapkan selamat dan salam atas kelahiran Yesus 
kepada umat Nasrani, 


Dan Masalah-masalah ijtihadi lainnya-baik lama maupun baru, yang - 
sayangnya - saat ini menyebabkan perselisihan dan bentrokan yang 
ganjil antar umat dan sekte Islam di seluruh dunia, khususnya 
Indonesia. Maka, mufti dan ahli fikih harus memperhatikan tingkat 
keimanan seseorang dalam menghadapi masalah-masalah ini, 
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan diikuti oleh 
para sahabat dan imam-imam terdahulu. 


& san GAN Cegah ayang (caway La Aagaall CON, 
SSB Gilas Sa lal, 5 piliall 2 jila Angie lalai 
SSI Gl jaall Lalang Al al Laall Gam al Bj 
Ul yaa Agil SANAM Ol Al si 3 H3 
JB ya JI sel Usbelimd! USA Ajal lea amy 
Us Lanal JB ya JS Ip Usai 4 Has 


83 


Uidun La Let oded yuli Gs JISEDU Sel jadi YI JAS 
agya Sasa Na (ye (yaa) Kaul dal! 


Dalam penjelasan fikih, ada yang disebut dengan ss! a5ac (umumul 
balwa) yang membenarkan masalah-masalah yang dilarang untuk 
dilakukan secara langsung. 


Dan bagi al- Arif billah imam al-Sya'rani, ada ide atau pemikiran unik 
yang belum pernah ada sebelumnya, yang beliau sebut dengan 0! jul 
@ SI (Mizanul Kubra). 


Ide imam al-Sya'rani mengacu pada kenyataan bahwa perbedaan- 
perbedaan fikih memiliki timbangan-timbangan tertentu yang dirujuk 
oleh masing-masing orang-perorang. Oleh karena itu, orang-orang yang 
berhati-hati hendaknya memperhatikan pendapat ulama yang memberi 
keringanan, dan orang-orang yang suka meremehkan hendaknya 
memperhatikan pendapat ulama yang memperberat. 


Ini tidak lain adalah karena mempertimbangkan tingkat keimanan 
seseorang. 


Semua ini adalah apa yang telah didahului oleh pendahulu kita 
(salafuna) yang saleh tentang penerapan kaidah unik ini. 
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ANA 
na PA PAN Pe PAP Pa TON Ona Ti 


Prinsip kedelapan: Membedakan antara masalah umum dan masalah 
khusus. 


dl Ai Uiall Jiliwe gol slgiall Goal Aale Gitall Uya 
SEN 3 alel! Jilksall J3YI Gpaona (II suit petmsall 
Pe LS Or DA 


Para ulama sepakat bahwa masalah-masalah fatwa dalam masyarakat 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu masalah umum dan masalah khusus. 


aim! ayang Glati SIN Jilat! & Zalal! Jilat 
dY sNS CilaSliall Jiliua (59 #leaill 3 Sega! JilawaS 
Masalah umum adalah masalah yang berkaitan dengan masyarakat 
umum atau mayoritas masyarakat. Masalah ini berlaku pada sebagian 
besar masalah yang dikategorikan sebagai masalah imamah dan politik 
syariah, seperti masalah jihad dan peradilan, dan dalam masalah 


pernikahan, seperti perwalian dalam pernikahan, kesesuaian (kafa 'ah), 
dan saksi. 
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Aibntall Jilisall ge Bjlie egi Anal Jilual! Lai, 
Jilusa AlanaS Adly Cl jala Yg Al BY 

en dam Jl GOWA Jillasa 9 Amal! Clan! 
Adapun masalah khusus adalah masalah yang berkaitan dengan hal-hal 


yang bersifat pribadi atau individual, seperti sebagian besar masalah 
ibadah murni (mahdhah), masalah perceraian, ruju', dan menyusui. 


Gam Gpdd A8 JI ya ag Y eLSYI ate Api 3 tile 
Salial 38 Jealiil, Aalall Jilaall (ya NS GY 
dlgiin Y) Hail g agarali g Canalil 4 Aslam! (ya (y gallal! 
Homacal LV 3 Jt yA (lbh asas ole Ngitisl aka 
NI Kaka salut alat Ielts ye sela 
ash ang Saji Angie (AI gala 3 5 JSI) 3 Gamal 
3 Abal Da oa WAS Ga AYI ANA Agil Jis 
Jiluall Ga Amaall (4 gatal, dulu cab ya 
yaa AAN At JA GA MEA NEAS Celah Alessia 

Coal ng GosA)  AiallS 


Oleh karena itu, seorang mufti dan ahli figih dalam mengeluarkan fatwa 
harus membedakan kedua bagian ini, karena banyak masalah umum dan 
khusus yang telah diperselisihkan oleh para ulama, mulai dari sahabat, 
tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga imam-imam mujtahid. Sebagai contoh, 
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mereka berbeda pendapat tentang syarat wali dalam pernikahan, 
kepemimpinan wanita muslimah dalam wilayah domestik (wilayah 
sughralrumah tangga) dan yang lebih besar (wilayah kubra/organisasi, 
Negara,dll), hukuman bagi orang murtad, hukuman bagi peminum 
khamr, bahkan mereka juga berbeda pendapat tentang imamah 
(kepemimpinan negara), apakah termasuk dalam urusan agama atau 
urusan politik. Mereka juga berbeda pendapat dalam banyak masalah 
yang berkaitan dengan muamalah, seperti perbedaan pendapat mereka 
tentang keharaman beberapa macam jual beli, seperti jual beli "Inah," 
jual beli tawarug,$ dan jual beli dayn (jual beli yang objeknya berupa 
hutang). 


Lag Rela Halal Sila (Agil Sai meal, 
AYI Gas ALAN, Iya All alah II ga 
SU Oa esai Haa Ad Lay Aina 


Perbedaan pendapat dan banyaknya macam pendapat mereka khususnya 
dalam masalah-masalah umum, terkadang bisa mengarahkan pada 
terciptanya kondisi kekacauan dan konflik antar individu dalam 
masyarakat. Tetapi bisa juga tidak sampai mengarah ke situ. 


S3 GI Jalal Jaa tita GA IM le Lesulig 
Ai ySiall Cilainall, Cilslsll ye alah GL 


! Seseorang membeli suatu barang yang pembayarannya (ditangguhkan), lalu menjual 
kembali barang tadi kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih 
rendah. 
$ Prakteknya mirip bai “Inah tapi si pembeli menjualnya kepada orang lain (yang 
bukan penjual barang tersebut). 
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Uli alel! Gill) Sl CSI sig COlxall, Sl pall, 
malas Uli al balut ULS al bcliial Uli al bsa 
Usia! Islan Ol sale UB SS ye Ya, 
AGS AN Aagbill mama! g Ayam Jl AYI Gala 

ASRI, all Jal Ga piina da0 (le 


Berdasarkan hal tersebut, maka konsekuensi dari prinsip ini adalah 
bahwa mufti dan ahli fikih harus berhenti mengeluarkan fatwa 
individual dalam masalah-masalah publik melalui televisi, halaman 
web, surat kabar, dan majalah (media massa), baik itu masalah 
pemikiran, sosial, ekonomi, maupun politik. Sebagai gantinya, mereka 
harus merujuk para penanya kepada lembaga fatwa resmi atau 
perhimpunan fikih yang memiliki jumlah ahli fatwa dan ahli ijtihad 
yang cukup. 


aed gi Gaal Anagill elale ye NAS Lang adl, 
us aji #WAYI ye Igaiial aga sLBYI Jas ud 
Cyaiaiuall Igllahg Lalall Ugad Cialis! Aalall Jilkuall 
Cd 3 elalel! Aitagi Kanonl Jilat! ary Aint (JI 
dilan g day) pal GUSI le Uslin global! (alm 
Gta! Ani pgiim Lag pakis, & JUS Ga @eimall 

Akailitall 4 A5 jUwatall 
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Dan sungguh, kami telah menemukan banyak ulama Nahdlatul Ulama 
yang memenuhi syarat untuk berfatwa, tetapi mereka menolak untuk 
berfatwa secara individu tentang masalah-masalah umum yang 
diperdebatkan oleh para ulama. Mereka malah merujuk para penanya 
kepada Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama atau kepada 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), demi menjaga ketertiban urusan umat 
dan melindungi masyarakat dari perselisihan dan pertikaian di antara 
mereka akibat fatwa-fatwa individual yang saling bertentangan dan 
bertolak belakang. 


SA abal! AYI dai La ya Jalal! (ia atu Lal 
AO ee Urea sal 00 bawal danaa Gi 
Us J3 Ob di Jen OCB 1 Ai AI ab) AM 
JB ya Ld Ggi V3 pal Ula A8 Um Ja 
cl A33 Jowadi Yg Gyadilall, elesil 15) ss) 
Jal ya Usisiga Ala) Gatal J3 (Aa 


mama 


Adapun dasar dari prinsip ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam 
Thabrani dalam kitabnya yang berjudul al-Mu'jam al-Ausath dari 
Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, beliau 
berkata: 


Aku berkata, "Wahai Rasulullah, jika terjadi kepada kami suatu 
permasalahan yang tidak ada penjelasan perintah atau larangan di 
dalamnya, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" 
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Beliau menjawab, "Musyawarahkanlah dengan para fugaha dan para 
ahli ibadah ('abidin). Dan janganlah kalian selesaikan masalah tersebut 
dengan pendapat pribadi." 


Imam Al-Haitsami berkata, "Para perawinya kuat (tsigah) sesuai 
standar hadits Shohih." 


SIS JB LS Gygadl jl AI megiall lia (le Jlug 
(225 Las 63 Ca (LE) OI Saja 3 ul 
GB Somad sial Gp yana Bam gal alaYI ye DI 
ale a)3 IAI Gamal K3 gal IS )) relwasll alis 
A3 Goaiy La dad Ang UB Gelas dil SUS (3 Jai A2 
Ogan Alias (B jAS Al AS Aang al Ula Aa aa 
A3 (paty La Lagad Ang US pling dale Ab) dil elaa Al 
Jswy Ol aiale Ja soal Jika SIS olael Ula 
ossas Iga Aa olS Lara oli AA ai SA 
AI elu (gai! Ugias Ain Any CA NAS IA) Aja gala 
meal ISL ad Judika alih sluy) mam alwg dale 

AA er aa) 


Dan para Khulafaur Rasyidin juga telah menempuh metode ini, 
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Gayyim al-Jauziyah dalam kitabnya 
lam al-Muwagi'in (jilid 1, halaman 63 dan seterusnya), mengutip dari 
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Imam Abu Ubaid Ma'mar bin al-Muthanna al-Bashri dalam kitab al- 
Oadha': 


"Abu Bakar ash-Shiddig jika ada perkara yang diajukan kepadanya, dia 
melihat dalam kitab Allah Ta'ala (al-Our'an). Jika beliau menemukan di 
dalamnya sesuatu yang dapat beliau gunakan untuk memutuskan, beliau 
memutuskannya dengan itu. Jika beliau tidak menemukan di dalam 
kitab Allah (al-Gur'an), dia melihat dalam sunnah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika beliau menemukan pada keduanya 
keterangan yang dapat beliau gunakan untuk memutuskan, beliau 
memutuskannya. Jika beliau tidak menemukannya, beliau bertanya 
kepada orang-orang: "Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam telah memutuskan perkara ini?" Maka para Sahabat 
akan berdiri dan berkata: "Beliau telah memutuskannya dengan begini 
dan begitu." Jika beliau menemukan ketentuan yang telah disunahkan 
oleh Nabi shallallahu 'alaihh wa sallam, dia mengumpulkan para 
pembesar masyarakat dan meminta nasihat mereka. Jika pendapat 
mereka sepakat, beliau memutuskannya dengan pendapat itu... 


ISA Jai Sh gal IS La Sia al Sl Juta jas US 
sd US Ja Alka Aina 3 CALSII AE ng Ul os 
A3 ai el HL AN IS IA tata Aa aa 
sa 3 se Na anta maa Pe aa S5 

(83 ca og le 


... Dan Umar melakukannya seperti yang dilakukan Abu Bakar. Jika ia 

tidak menemukan jawabannya dalam Al-Ouran dan Sunnah, ia 

bertanya, "Apakah Abu Bakar pernah memutuskannya?" Jika Abu 

Bakar pernah memutuskannya, maka ia memutuskannya dengan 
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keputusan Abu Bakar. Jika tidak, ia mengumpulkan para ulama dan 
meminta pendapat mereka. Jika pendapat mereka bulat, maka ia 
memutuskan dengan pendapat mereka." 


ca Y Atil, Sial Ol de Jaa Ala jl oki 
Abal! Jiliwall (3 Lagu #UAYI (4 Janliall lia Slot ya 


lead #L NI dang DAY saga slah La 3 AI 
betaluai 3 Lgiiam 9g al yah allatil anatas JSI 
US atas Gl Al Judi) SAS Urang Tila lelasl K3 
(is Usling (lai dil ya UagAg Lea Las eLYI 


Riwayat ini menunjukkan bahwa mufti dan ahli fikih harus 
memperhatikan aturan ini dalam berfatwa, terutama dalam masalah- 
masalah umum yang berdampak luas dan berpotensi memicu perbedaan 
pendapat serta mengundaang banyaknya opini di dalamnya yang dapat 
menyebabkan gangguan pada ketertiban umum, kesatuan umat, 
solidaritas umum, dan hubungan baik yang terjalin di masyarakat. Jika 
ia menemukan bahwa masalah tersebut berpotensi demikian, maka yang 
terbaik baginya adalah menahan diri dari berfatwa dalam masalah itu, 
karena takut kepada Allah Ta'ala, disamping menjaga kesatuan barisan 
umat dan seiya-sekata dalam masalah-masalah umum. 


Sidak ab AI SAY! (A dalail) Jas gali (AA DAA 
lele Aafiall (he jga Yg lea alaie YI dnaall , 
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cd Asas), Sidall ag Y Asa Jan gatal! oaa CI Ailual 
A8 prag dlAlall A8 prag Analidll Ad pra ya #WYI 
OY S3 AnilusYI 2 glall #galua A8 yaa 3 Ayeial) Ac all 
JS lai Ola Amanat! AI jias GUSI («Sta 
GB Jaa galang Lalang Cilgal ya Y All Al 
Uas He Iya Jalal! Halaiall CS IAI mulas 


cie Laras Ibas (AYI gang Jalal! (Saall 3 Uslall 
ll al 


Inilah delapan aturan dalam berfatwa yang harus dipegang oleh mufti 
dan ahli fikih. Dan juga tidak boleh dilupakan oleh orang yang 
mempelajari fikih. Selain aturan-aturan ini, mufti dan ahli fikih juga 
harus mengetahui tujuan hukum (magashid), menguasai madzhab- 
madzhab fikih, mengetahui kaidah-kaidah fikih, dan mengetahui 
prinsip-prinsip ilmu humaniora atau kemasyarakatan. Hal ini karena 
mufti dalam urusan agama adalah seperti dokter dalam urusan jasmani. 
Ia harus melihat setiap kasus secara individual. Tidak boleh 
sembarangan dalam mengobati. Jika dokter yang tidak berilmu 
berbahaya bagi tubuh, maka mufti yang tidak berilmu lebih berbahaya 
lagi bagi agama. 


al leg A8 Uap 


nella! ay Ai Asmll 3 aral dmna 
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Inilah yang dapat saya sampaikan dalam risalah ini. Semoga Allah 
melimpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu 
“alaihi wasallam, kepada keluarga, dan para sahabatnya. Segala puji 
bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. 


kya Uya yA Aa sil 3 yaa! ya AI an) USUS 
all date gesall 
KH. Zulfa Musthofa bin Mugarrabin Yusuf 
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